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The Forests Dialog

Tentang Makalah Ini

Laporan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pengetahuan terkini
mengenai restorasi ekosistem di Indonesia. Gambaran umum ini bertujuan untuk
memberikan 'landasan bersama' ilmiah bagi para peserta dialog lapangan Restorasi
Ekosistem Indonesia pada tanggal 22-26 April 2024 dan diskusi-diskusi selanjutnya. Selama
proses penulisan, Kelompok Penasihat yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang
mewakili inisiatif ini mengarahkan penyusunan makalah, memberikan umpan balik dan
membentuk arah makalah. Selama dialog, umpan balik pemangku kepentingan
dikumpulkan dari peserta dialog dan dimasukkan untuk menghasilkan versi final.

Tentang The Forests Dialogue

The Forests Dialogue (TFD) adalah sebuah organisasi yang merancang dan
mengimplementasikan dialog multi-pemangku kepentingan yang bertujuan untuk
mendorong pembelajaran sosial, membangun kepercayaan, dan mendukung proses-
proses pengelolaan lahan yang kolaboratif dan adaptif di berbagai sektor. TFD percaya
bahwa dialog terstruktur merupakan hal yang mendasar untuk memecahkan kebuntuan
dan menciptakan perubahan yang berarti di sektor kehutanan. Bertempat di The Forest
School di Yale School of the Environment, Sekretariat TFD dipimpin oleh sekelompok
anggota Komite Pengarah yang mewakili para pemangku kepentingan kehutanan yang
signifikan secara global. TFD mengimplementasikan misinya melalui inisiatif-inisiatif yang
diidentifikasi oleh para anggota Komite Pengarah TFD. Inisiatif-inisiatif tersebut
membahas isu-isu kehutanan global melalui serangkaian dialog. Dialog lapangan dilakukan
di negara-negara di mana isu tersebut sedang atau pernah menimbulkan konflik dan
berupaya untuk memberikan dampak di dalam negeri dan menginformasikan wacana
global melalui contoh-contoh nyata. Proses TFD mencakup upaya menjembatani berbagai
upaya di berbagai skala dengan berbagi perspektif internasional, nasional, dan lokal,
menggabungkan diskusi berbasis lapangan dengan memfasilitasi pertemuan terstruktur,
dan memberikan mandat kepada para peserta untuk menentukan keluaran dan hasil.
Topik dialog tingkat negara dan studi kasus didorong oleh prioritas lokal, sebagaimana
ditentukan oleh organisasi tuan rumah di dalam negeri dan Kelompok Penasihat multi-
pemangku kepentingan yang membentuk perencanaan dan pelaksanaan dialog.

Tentang Penulis

Depi Susilawati adalah Dosen Kehormatan di Fenner School of Environment and Society,
Australian National University.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dan penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Penasihat atas
komentar dan sarannya serta kepada para peserta dialog atas umpan baliknya terhadap
makalah latar belakang.

Sitasi
The Forests Dialogue. 2024. Ecosystem Restoration Indonesia Field Dialogue: Background
Paper. TFD, New Haven, CT, USA.
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1. Pendahuluan

Menanggapi seruan untuk meningkatkan Restorasi Ekosistem di lanskap terdegradasi, The Forests
Dialogue (TFD) Inisiatif Restorasi Ekosistem, sejalan dengan the United Nations Decade on
Ecosystem Restoration (UNDER), berupaya memahami peluang bagi sektor kehutanan untuk
berkontribusi dan mendorong upaya restorasi di seluruh dunia. Restorasi ekosistem adalah proses
untuk membantu pemulihan suatu ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur.

Bekerja sama dengan Komite Penasihat Sustainable Forest-based Industries (ACSFl) dari the Food
and Agriculture Organization (FAQ), Perserikatan Bangsa-Bangsa, TFD telah menyelenggarakan
Restorasi Meja Bundar pada bulan Oktober 2022 untuk meningkatkan keterlibatan sektor
kehutanan dalam restorasi ekosistem. Diskusi kemudian berlanjut untuk mengidentifikasi strategi-
strategi utama untuk memandu sektor swasta dalam melakukan tindakan dan untuk
mengidentifikasi perlunya pembentukan koalisi dengan kelompok pemangku kepentingan lainnya.

Pada tanggal 31 Januari hingga 1 Februari 2023, TFD menyelenggarakan Dialog Penjajakan?®
(Scoping Dialogue) untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dari pemangku kepentingan dan
untuk memahami potensi langkah-langkah ke depan untuk Inisiatif Restorasi Ekosistem ini. Para
peserta memutuskan bahwa inisiatif ini harus difokuskan pada peran sektor kehutanan dalam
restorasi ekosistem, khususnya sektor hutan swasta, melalui kerja sama dengan pemangku
kepentingan lainnya dan juga difokuskan pada konteks peran, hak, dan kontribusi para pelaku
restorasi ekosistem. Indonesia direkomendasikan sebagai lokasi dialog lapangan dengan para
peserta yang akan berbagi kebutuhan, prioritas, dan pengalaman restorasi.

Beberapa ketidaksepahaman berikut muncul pada saat Dialog tersebut dan menjadi tema utama
yang memerlukan dialog lebih lanjut:

1 Ringkasan dari the Ecosystem Restoration Scoping Dialogue dapat ditemukan di link berikut ini:
https://theforestsdialogue.org/sites/default/files/tplscoping dialogue cochairsummaryfinal.pdf



https://theforestsdialogue.org/dialogue/restoration-scoping-dialogue
https://theforestsdialogue.org/sites/default/files/tplscoping_dialogue_cochairsummaryfinal.pdf
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= Peran dan kontribusi reboisasi yang didorong secara ekonomi dan kegiatan restorasi relevan
untuk memenuhi tujuan dan harapan restorasi.

= Tantangan dan peluang pendanaan yang berfokus pada iklim/karbon/keanekaragaman hayati.

= Resiko atau kendala dalam memberikan insentif pada restorasi dengan mengorbankan
konservasi atau menghentikan deforestasi dan konversi lahan.

= Ketidakjelasan seputar pendekatan top-down vs. bottom-up dalam penskalaan restorasi.
Pemenuhan target restorasi sekaligus pemenuhan kebutuhan masyarakat.

= Verifikasi kinerja yang kredibel.

Di kawasan Asia-Pasifik, negara-negara anggota FAO telah mengesahkan Strategi dan Rencana Aksi
Regional untuk Restorasi Hutan dan Bentang Alam (RENTANG) atau the Regional Strateqgy and
Action Plan for Forest and Landscape Restoration (FLR), yang menekankan pentingnya kolaborasi
dan koordinasi untuk FLR, termasuk mendorong partisipasi sektor swasta dan aksi di tingkat
masyarakat untuk memenuhi permintaan produk dan jasa hutan. Dalam konteks ini, Konferensi
Regional Asia-Pasifik mengundang FAO pada tahun 2022 untuk memperkuat usaha-usaha untuk
kehutanan berkelanjutan, khususnya produksi dan konsumsi kayu yang berkelanjutan. Sebagai
langkah kunci dalam arah ini, Dialog Regional yang Mengintegrasikan Pasokan Kayu Berkelanjutan
dengan Restorasi Hutan dan Bentang Alam: Peluang, Kendala, dan Langkah ke Depan,
diselenggarakan bersamaan dengan the 30" Session of the Asia-Pacific Forestry Commission (APFC)
di Sydney, Australia, pada tanggal 2 Oktober 2023. Dialog ini menemukan bahwa kondisi yang
memungkinkan untuk Pasokan Kayu Berkelanjutan atau Sustainable Wood Supply (SWS) dan
Restorasi Hutan dan Bentang Alam atau Forest and Landscape Restoration (FLR) adalah serupa,
yaitu memberikan peluang untuk meningkatkan investasi FLR dengan memproduksi kayu untuk
mendukung tujuan restorasi. Untuk mencapai peluang tersebut, diperlukan tindakan pada bentang
alam dan di sepanjang rantai nilai yang bersumber dari pendanaan publik dan swasta. Para
pembuat kebijakan di seluruh kawasan dapat mendorong aksi-aksi ini melalui pengembangan dan
implementasi kebijakan yang mendukung, mendorong pembelajaran kolaboratif, memberikan
paket-paket bersifat teknis dan membangun kapasitas, memobilisasi keuangan untuk mendukung
semua bentuk SWS dan FLR, serta melibatkan pelaku skala kecil dalam SWS dan FLR. Organisasi
internasional dapat memainkan peran fasilitasi yang penting dalam setiap arena aksi ini (FAQ,
2023).

Dialog Lapangan pada Restorasi Ekosistem
Sebagai tindak lanjuk dari Restoration Roundtable dan Scoping Dialogue, TFD, bekerja sama dengan
ACSFI dari FAO TFD akan mengumpulkan para pakar dari Indonesia dan internasional, pemangku
kepentingan, dan pemegang hak untuk melakukan dialog lapangan multi-pemangku kepentingan
tentang restorasi ekosistem. Dialog lapangan ini akan diselenggarakan oleh Universitas
Mulawarman (UnMul) di Kalimantan Timur, Indonesia dan didanai oleh Departemen Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan, Pemerintah Australia (the Australian Government Department of
Agriculture, Fisheries, and Forestry (DAFF)). Fase dialog lapangan dari inisiatif ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:
=  Memperjelas kebutuhan restorasi ekosistem dan mengidentifikasi pemangku kepentingan
terkait di Kalimantan, menentukan prioritas keterlibatan sektor kehutanan dalam restorasi



https://www.fao.org/documents/card/en?details=I8382EN
https://www.fao.org/documents/card/en?details=I8382EN
https://www.fao.org/events/detail/apfc-30
https://www.fao.org/forestry/industries/100346/en/
https://theforestsdialogue.org/dialogue/restoration-scoping-dialogue

Makalah Latar Belakang | April 2024 | Dialog Lapangan tentang Restorasi Ekosistem

ekosistem, dan bersama-sama menciptakan langkah ke depan untuk mencapai hasil
restorasi ekosistem yang positif di wilayah tersebut.
= Menjembatani pemahaman dan mendorong koordinasi antara tujuan global, komitmen
nasional, dan tindakan restorasi di lapangan.
* Membangun pemahaman tentang keberhasilan pendekatan restorasi ekosistem, koalisi,
dan keterlibatan sektor kehutanan swasta.
= Meningkatkan pemikiran dan mengembangkan strategi yang kohesif tentang bagaimana
sektor kehutanan dapat berkontribusi secara kolektif pada diskusi restorasi, kebijakan, dan
investasi di tingkat global, regional, dan nasional.

Dialog ini akan terdiri dari format pleno dan kelompok kerja kecil, serta kunjungan lapangan untuk
mendengarkan secara langsung dari peserta lokal tentang kebutuhan, peluang, dan tantangan
restorasi ekosistem yang ada. Hasil dari dialog ini mencakup Makalah Latar Belakang yang
memformulasikan ilmu dan pengetahuan penting terkait restorasi ekosistem di Indonesia,
ringkasan Co-Chairs yang menekankan poin pembelajaran dan rekomendasi utama yang muncul
dari dialog, dan rencana aksi yang dikembangkan bersama mengenai strategi yang teridentifikasi
dan rekomendasi langkah selanjutnya.

2. Tinjauan Global tentang Restorasi Eksosistem

Deforestasi dan degradasi hutan terus berlanjut di seluruh dunia. Hal ini jelas terlihat bahwa
tutupan hutan cenderung menurun, terutama di kawasan hutan yang luas di Afrika dan Amerika
Selatan. Penggunaan sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan tidak hanya mempercepat
perubahan iklim dan menghancurkan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam ketahanan
pangan, air, dan energi bagi ratusan juta orang (FAO, 2020). Restorasi ekosistem telah muncul
sebagai komponen penting dalam upaya konservasi global, mitigasi perubahan iklim, dan
pembangunan berkelanjutan (Aronson dan Alexander, 2013; Brancalion, dkk., 2019; Edwards, dkk.,
2021). Studi terbaru menemukan bahwa melakukan restorasi pada 15% lahan yang dikonversi di
area prioritas dapat mencegah 60% kepunahan yang diperkirakan terjadi dan menyerap 299
gigaton CO», yang merupakan 30% dari total peningkatan CO. di atmosfer, atau setara dengan 14%
total emisi, sejak Revolusi Industri (Strassburg et al., 2020).

Peluang untuk perbaikan melalui restorasi ekosistem ada di berbagai ekosistem yang terdegradasi,
seperti area pertanian, sabana, lahan basah, termasuk lahan gambut dan hutan bakau. Restorasi
lahan gambut dan hutan bakau sangat penting karena kapasitas penyimpanan karbonnya yang
tinggi. Upaya restorasi dapat bervariasi, mulai dari membangun kembali integritas ekologi dalam
skala kecil hingga proyek restorasi bentang alam berskala besar (UNDER, 2021a; IUCN, 2024).
Restorasi yang berhasil membutuhkan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan,
termasuk ilmuwan, pembuat kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, masyarakat
adat dan masyarakat lokal, termasuk para tetua, pemuka agama, perempuan, dan kaum muda
(Aronson dkk., 2020; Jellinek dkk., 2021). Meskipun restorasi membutuhkan komitmen dan
investasi jangka panjang, manfaatnya bagi manusia dan planet ini sangat besar (Abhilash, 2021;
Thornton, 2022).
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Inisiatif dan janji internasional tentang restorasi ekosistem

Pengakuan bahwa restorasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah bencana
lingkungan hidup saat ini telah tersebar luas, dengan restorasi muncul sebagai tema penting dalam
berbagai kerangka kerja kebijakan global. Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim atau
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Konvensi PBB untuk
Memerangi Desertifikasi atau the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD),
Konvensi Keanekaragaman Hayati atau the Convention on Biological Diversity (CBD), Kerangka Kerja
Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity
Framework), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) semuanya
menggarisbawahi keharusan untuk meningkatkan upaya restorasi dan mendorong keterlibatan
sektor swasta. Mengingat pentingnya peran hutan dalam wacana kebijakan global, berbagai inisiatif
restorasi ekosistem di tingkat regional dan global telah diluncurkan, termasuk the Bonn Challenge,
Initiative 20x20 di Amerika Latin, AFR100 di Afrika, ECCA30 di Eropa Timur dan Tengah, dan the
Agadir Commitment untuk negara-negara Mediterania (The Forests Dialogue, 2023). Deklarasi
tahun 2021-2030 sebagai Dekade Restorasi Ekosistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atau the United
Nations Decade on Ecosystem Restoration (UNDER) semakin memperkuat pengakuan global atas
restorasi ekosistem sebagai keharusan lingkungan (UNDER, 2021b). Langkah penting dalam
menciptakan visi bersama tentang restorasi ekosistem adalah dengan mengadopsi Sepuluh Prinsip
yang mendasari serangkaian kegiatan restorasi ekosistem secara lengkap (Lampiran 1) (UNDER,
2021c).

Restorasi Hutan dan Bentang Alam (RENTANG) atau Forest and Landscape Restoration (FLR)
dianggap sebagai strategi penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati global dan
memitigasi perubahan iklim (Bastin dkk. 2019; Chadzon dan Brancalion, 2019; Lewis dkk. 2019).
RENTANG adalah “sebuah proses aktif yang menyatukan masyarakat untuk mengidentifikasi,
menegosiasikan, dan mengimplementasikan praktik-praktik yang dapat memulihkan keseimbangan
optimal yang disepakati antara manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi dari hutan dan pepohonan
dalam pola penggunaan lahan yang lebih luas.”? (FAO-APFNet 2018:5). RENTANG melibatkan
tindakan di berbagai penggunaan lahan, dengan hutan dan lanskap yang dipulihkan melalui
berbagai kombinasi penanaman pohon, pembibitan, regenerasi terkelola atau alami, penanaman
pengayaan, pengelolaan silvikultur, dan peningkatan pengelolaan zona sempadan sungai serta
koridor satwa liar, baik di dalam hutan maupun melalui berbagai sistem wanatani (FAO-APFNet,
2018 dan Keenan dkk. 2023). Beberapa opsi RENTANG ditunjukkan pada Lampiran 2.

Tantangan dan peluang restorasi ekosistem global

Tantangan dan peluang restorasi ekosistem sangat terkait dan bergantung pada konteks. Pada
berbagai wilayah geografis seperti Asia, Afrika, dan Amerika, tantangan dan peluang ini muncul dari
tingkat lokal hingga nasional, mencakup berbagai jenis upaya restorasi ekosistem, mulai dari
proyek-proyek akar rumput hingga proyek-proyek yang diintegrasikan ke dalam inisiatif pemerintah
secara sistematis (Chadzo et al., 2021). Terlepas dari variasi ini, Lampiran 3 menyajikan tantangan
dan peluang umum restorasi ekosistem, termasuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas

2 Definisi ini dikembangkan dari definisi aslinya: “proses terencana yang bertujuan untuk mendapatkan kembali
integritas ekologis dan meningkatkan kesejahteraan menusia di lanskap yang terdeforestasi atau terdegradasi” (GPFLR,
2023).

4


https://unfccc.int/
https://www.unccd.int/
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/gbf
https://www.cbd.int/gbf
https://www.cbd.int/gbf
https://www.cbd.int/gbf
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.bonnchallenge.org/
https://initiative20x20.org/
https://afr100.org/
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/ECCA30.pdf
https://www.unccd.int/news-stories/stories/agadir-commitment-restore-8-million-hectares-forest-ecosystems
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(Temperton et al., 2019; Hag et al., 2023), kebijakan dan tata kelola (Chadzon et al., 2021), pelibatan
pemangku kepentingan (Sayer dan Boedhihartono, 2018; Waring, 2024), pendanaan (Sewell et al,
2016; Lofgvist dkk., 2023), besaran restorasi (Waring, 2024), jasa ekosistem dan konservasi
keanekaragaman hayati (Budiharta dkk. 2018; Weidlich dkk., 2020), ketahanan terhadap perubahan
iklim (Timpane-Padgham dkk., 2017), manfaat sosio-ekonomi (Edwards dkk., 2021), dan inovasi
teknologi (Perring dkk., 2015).

Potensi peran sektor swasta, khususnya sektor kehutanan, dalam restorasi ekosistem

Memulihkan ekosistem yang rusak dalam skala global membutuhkan investasi yang besar.
Sebagaimana diuraikan dalam laporan the State of Finance for Nature (UNEP, 2021), total investasi
sebesar USD 8,1 triliun diperlukan untuk saat ini hingga tahun 2050 untuk mengatasi krisis iklim,
keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Hal ini memerlukan peningkatan tiga kali lipat dari
tingkat pendanaan tahunan saat ini pada tahun 2030 dan empat kali lipat berikutnya hingga tahun
2050. Dengan adanya keterbatasan dana publik, mengarahkan dana sektor swasta untuk restorasi
ekosistem menjadi sangat penting. Dalam hal ini, sektor swasta, termasuk sektor kehutanan3, dapat
memainkan peran penting dalam memajukan upaya restorasi ekosistem melalui beragam investasi,
kemitraan dengan LSM dan masyarakat lokal, mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan®,
merangkul pendekatan-pendekatan biokultural®, inovasi teknologi restorasi, mengintegrasikan
restorasi ke dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)®
dan strategi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)’, serta pelibatan pemangku kepentingan (STF-
UNDER, 2021; Jepson 2022; FAO-ACSFI, 2023). Perusahaan swasta di berbagai sektor, termasuk
pertambangan, minyak dan gas, teknologi dan keuangan telah terlibat terutama melalui inisiatif
reboisasi dan penanaman pohon. Contoh dari investasi ini adalah Trillion Trees Initiative, Bezos
Earth Fund, L'Oréal Fund for Nature Regeneration (The Forest Dialogue, 2023), dan Regeneration
yang merupakan perusahaan sosial restorasi dan pemulihan hutan internasional terbaru yang
diluncurkan oleh RESOLVE dengan pendanaan dari Rio Tinto, Apple, Mejuri, dan Paul Hasting.

3 Sektor kehutanan swasta dalam makalah ini akan didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan
komersial atas hutan, termasuk perusahaan penebangan hutan asli dan hutan tanaman industri, industri berbasis
hutan, hutan perorangan dan hutan keluarga, usaha kecil dan menengah berbasis hutan, serta usaha berbasis hutan
rakyat.

4 Sektor kehutanan swasta dapat mengadopsi pengelolaan hutan lestari, penebangan berdampak rendah (Putz dkk.,
2008), mempertahankan hasil kayu (Putz dkk., 2022), sistem silvikultur alternatif (Fernandez-Vega dkk., 2017),
memenuhi verifikasi legalitas (FLEGT), mengadopsi sertifikasi hutan secara sukarela (seperti FSC, PEFC, SFl); dan
berkontribusi terhadap pasokan kayu berkelanjutan (FAO, 2023).

5> Restorasi biokultural mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan kebutuhan lokal ke dalam upaya restorasi
ekologis, yang bertujuan untuk memulihkan sistem sosial-ekologis secara efektif. Berbeda dengan pendekatan
berorientasi ekosistem yang memprioritaskan keanekaragaman taksonomi dan filogenetik, tetapi dapat menyebabkan
terputusnya habitat secara sosial, restorasi biokultural menekankan pada spesies yang secara budaya penting yang
dipilih karena berbagai kegunaannya, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dan keberlanjutan
hasil restorasi (Sena dkk., 2022).

6 Keterbatasan CSR konvensional sering kali mengakibatkan kurangnya dampak edukasi dan menghambat
pengembangan kewirausahaan yang sesungguhnya.

7 Meningkatnya inisiatif LST, bersamaan dengan tujuan bersama antara investor dan pelaku usaha yang berpikiran maju
untuk mencapai netralitas karbon dan meningkatkan kelestarian alam, mendorong perlunya solusi dan investasi
restorasi ekosistem (Jepson, 2022, him. 1410).
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Ironisnya, sektor kehutanan swasta belum berinvestasi dalam proyek restorasi secara masif seperti
yang dilakukan oleh sektor non-kehutanan.

Oleh karena itu, pada bulan Oktober 2022, Komite Penasihat FAO untuk Industri Berbasis Hutan
Berkelanjutan (the FAQ’s Advisory Committee on Sustainable Forest-based Industries, ACSFI)
bekerja sama dengan The Forests Dialogue (TFD) mengadakan pertemuan untuk memahami cara-
cara untuk meningkatkan keterlibatan sektor kehutanan dalam restorasi ekosistem dan
mengidentifikasi enam area prioritas berikut untuk bergerak maju: 1) Membangun kesatuan di
dalam sektor kehutanan melalui visi restorasi ekosistem bersama, pesan utama yang sederhana,
dan mengidentifikasi para tokoh untuk memotivasi dan berbagi pembelajaran, 2) Mengembangkan
metrik yang baik untuk memfasilitasi penetapan tujuan dan pengukuran hasil restorasi, 3)
Berkolaborasi dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan restorasi
untuk membangun pemahaman dan meningkatkan dampak, 4) Memahami bagaimana kapasitas
sektor lahan dan hutan yang terdegradasi dapat diselaraskan, 5) Menetapkan kasus-kasus bisnis
baru untuk restorasi ekosistem berdasarkan penelitian dan praktik, dan 6) Mengidentifikasi dan
membangun pemahaman mengenai model bisnis dan keuangan yang dapat meningkatkan nilai
bersama dan memberikan banyak hasil.

Manfaat potensial bagi sektor swasta yang terlibat dalam restorasi ekosistem

Keterlibatan sektor swasta dalam restorasi ekosistem, terutama dalam konteks hutan, dapat
memberikan banyak manfaat. Dengan berpartisipasi aktif dalam restorasi ekosistem, sektor swasta
tidak hanya dapat berkontribusi pada konservasi lingkungan tetapi juga mewujudkan berbagai
manfaat ekonomi, sosial, dan reputasi. Ekosistem yang direstorasi dapat memberikan peluang baru
untuk ekowisata, menciptakan lapangan kerja dalam restorasi dan pemeliharaan, memfasilitasi
pembayaran jasa ekosistem, dan memberikan manfaat ekonomi lainnya (De Groot dkk., 2013;
Sabogal dkk., 2015; Smith dkk., 2020; Edwards dkk., 2021). Sebagai contoh, restorasi Florida
Everglades telah mengembalikan beragam satwa liar dan meningkatkan kualitas air di wilayah
tersebut (Perry, 2008). Di Tiongkok, restorasi Dataran Tinggi Loess telah mengurangi erosi dan
meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Zhao dkk., 2013).

Satuan Tugas Keuangan Dekade PBB (The UN Decade Finance Task Force), yang diketuai oleh Bank
Dunia, juga telah mengidentifikasi manfaat pasar dan non-pasar untuk berbagai jenis investasi
swasta. Manfaat pasar dari investasi restorasi yang diperoleh sektor swasta adalah peningkatan
hasil produksi pangan, pendapatan ekowisata untuk bisnis, pengurangan biaya untuk pengaturan
dan pemurnian air, pendapatan pasar karbon, kerusakan dan biaya bencana alam yang dapat
dihindari, peningkatan ketahanan rantai pasokan, peluang pasar (produk berkelanjutan, sertifikasi),
premi asuransi yang lebih rendah (risiko bencana parametrik), peningkatan peluang pembiayaan
konsesi, dan akses yang lebih cepat terhadap pembiayaan LST. Sementara itu, manfaat non-pasar
bagi sektor swasta adalah penurunan risiko bencana, mitigasi dan adaptasi iklim, transisi ekonomi
rendah karbon, dan keanekaragaman hayati/sumber daya genetik (World Bank, 2022).

Praktik keuangan dan sistem pemantauan saat ini dalam restorasi ekosistem
Seperti yang dilaporkan oleh UNEP dalam State of Finance for Nature 2022, investasi untuk restorasi
ekosistem masih belum memadai dibandingkan dengan skala kerusakan alam. Pemerintah saat ini
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menyediakan sekitar 83% dari pembiayaan berbasis alam. Namun demikian, jumlah ini diperkirakan
tidak akan meningkat ke tingkat yang diperlukan karena kendala dan prioritas fiskal, inflasi, utang,
dan kemiskinan yang dihadapi banyak negara (UNEP, 2022; World Bank, 2022). Melalui dana
tersebut, UNEP saat ini mendukung pergeseran metrik dan aliran keuangan untuk mengurangi jejak
konsumen terhadap hutan sambil mendukung mitra dan Negara Anggota di lanskap yang rentan
terhadap deforestasi untuk menerapkan praktik-praktik yang berdampak lebih kecil terhadap
hutan. Contoh dari pendekatan ini adalah: Responsible Commidities Facility di Brazil; Restoration
Seed Capital Facility di Amerika Tengah dan Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika; dan AGRI3 Fund
(UNEP, 2022). Meskipun masih banyak janji yang belum didanai, sangat penting untuk memantau
kemajuan restorasi ekosistem. Restoration Barometer, yang diluncurkan pada tahun 2016 sebagai
Bonn Challenge Barometer, merupakan salah satu alat yang telah digunakan oleh pemerintah untuk
melacak kemajuan target restorasi di seluruh ekosistem darat termasuk perairan pesisir dan
perairan pedalaman. Barometer ini memberikan kesempatan bagi pemerintah nasional dan daerah
untuk menyederhanakan dan merampingkan pelaporan komitmen restorasi mereka serta dapat
membantu melacak dan mencatat kemajuan menuju tujuan global®. Selain itu, Climate Focus dan
World Resources Institute mengembangkan Panduan Alat Pemantauan Restorasi melalui kerja
sama dengan Satuan Tugas Pemantauan UNDER dan anggota Global Restoration Observatory.

Potensi pengaruh dari perspektif keuangan untuk membawa pelaku baru dari sektor swasta ke
dalam restorasi ekosistem

Pelaku swasta memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan bentang alam melalui keputusan
investasi mereka. Mereka berpotensi memainkan peran penting dalam melengkapi pendanaan
sektor publik yang terbatas dalam restorasi ekosistem (Lofqvist dkk., 2023). Dalam hal ini,
pendanaan dari sektor swasta perlu dimobilitasi di seluruh kontinum restorasi melalui ‘pendanaan
penghijauan’ (yaitu memastikan bahwa pendanaan tidak mengalir ke kegiatan yang merusak alam)
dan ‘pendanaan hijau’ (yaitu mengarahkan modal untuk investasi langsung dalam restorasi) (Gann
dkk., 2019). Serangkaian studi memperkirakan bahwa untuk setiap dolar yang dibelanjakan untuk
restorasi ekosistem, antara USS7 hingga US$110 dalam bentuk manfaat ekonomi® akan diperoleh
dari jasa ekosistem (World Bank, 2022). Terdapat tiga insentif pasar bagi sektor swasta untuk
mendanai restorasi: 1) sebagai sarana untuk memitigasi perubahan iklim dan mematuhi komitmen
pengurangan emisi bersih, 2) untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasok, dan 3) untuk
pencitraan dampak dan keberlanjutan (Lofgvist dkk., 2023).

The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) (Satuan Tugas Pengungkapan
Keuangan Terkait Alam) juga telah mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko dan
pengungkapan terkait alam secara global untuk membantu bisnis dan lembaga keuangan
mengidentifikasi dan bertindak atas dampak, risiko, ketergantungan, dan peluang yang berkaitan
dengan alam. TNFD didukung oleh Menteri Keuangan, lklim ,dan Lingkungan G7; dan Menteri
Lingkungan G20. Pada bulan September 2023, TNFD mengeluarkan rekomendasinya setelah

8 Inisiatif global yang sedang dipantau adalah: the Bonn Challenge, the 30x30 target di bawah Kerangka Kerja
Keanekaragaman Hayati Global Pasca 2020, the Paris Agreement, Target Netralitas Degradasi Lahan, dan 1 Triliun
Pohon.

9Kisaran yang didasarkan pada serangkaian studi termasuk FAO dan UNEP (2021), Verdone dan Seidl (2017), UNEP dkk.
(2018), Blignaut dkk. (2014), Groot dkk. (2013), dan WRI (2017).
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melakukan konsultasi yang ekstensif. Rekomendasi ini memberikan panduan untuk menilai,
mengelola, dan mengungkapkan risiko, dampak, ketergantungan, dan peluang yang berkaitan
dengan alam. Serangkaian panduan tambahan juga tersedia untuk membantu organisasi selama
proses berlangsung. Pada bulan Januari 2024, lebih dari 300 organisasi di seluruh dunia, dari
berbagai industri dan sektor keuangan, berkomitmen untuk melakukan pengungkapan terkait alam
berdasarkan rekomendasi TNFD (Kirby, 2024).

3. 3. Restorasi Ekosistem di Kalimantan, Indonesia

Konteks lanskap dan penggunaan lahan

Indonesia

Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo.
Negara ini memiliki hutan bakau yang kaya di sepanjang garis pantai, hutan hujan tropis dataran
rendah, hutan pegunungan di pedalaman Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, serta vegetasi
subalpine dan alpine di Papua. Selain itu, bagian selatan Pulau Kalimantan dan pantai/pesisir timur
dari Sumatera memiliki hutan rawa gambut yang luas. Indonesia memiliki ekosistem lahan gambut
tropis terbesar keempat dan kawasan hutan bakau yang tersisa di kawasan hutan negara tebesar di
dunia. Semua ekosistem hutan ini, terutama lahan gambut dan bakau, berfungsi sebagai penyerap
karbon yang penting (Donato dkk., 2011, Tsujino dkk., 2016).

Indonesia mulai memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingan ekonomi dan
mengembangkan industri pengolahan kayu. Konsesi penebangan hutan merupakan salah satu
pendorong utama hilangnya hutan antara tahun 1970 dan 1990, yang diperparah oleh permintaan
internasional akan kayu atau bubur kayu, terutama dari Jepang dan negara-negara tetangga
(Tachibana, 2000; Tsujino dkk., 2016). Periode ini menyebabkan hilangnya 64 juta hektar hanya
dalam waktu 20 tahun (Simon, 2004). Dari tahun 2001 hingga 2016, konversi kawasan hutan negara
menjadi perkebunan kelapa sawit muncul sebagai pendorong utama deforestasi. Perkebunan
kelapa sawit telah menyebabkan hilangnya 2,8 juta hektar tutupan hutan dan berkontribusi sebesar
23% terhadap deforestasi nasional (Austin dkk., 2019), terutama di ekosistem lahan gambut. Pada
saat yang sama, pertumbuhan akuakultur yang cukup besar, yang awalnya didorong oleh lonjakan
harga selama krisis keuangan Asia, menyebabkan konversi besar-besaran garis pantai bakau
menjadi tambak. Ekspansi ini memiliki arti penting, dengan Indonesia muncul sebagai produsen
akuakultur kedua di dunia pada tahun 2018 (Mursyid dkk., 2021).
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Gambar 1. Garis waktu historis penyebab deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia
Sumber: Fasilitas EUREDD, 2023

Translasi gambar:

1950 — 1975 : Perluasan area pertanian yang meluas ke kawasan hutan.

1970 — 1990 : Penebangan hutan secara komersial terjadi bersamaan dengan Hak Penguasaan
Hutan di luar Jawa.

1980 — 1986 : Adanya kebijakan perkebunan dan transmigrasi yang meningkatkan laju deforestasi.
1998 — 2001 : Pembangunan tambak skala besar yang dimulai pada masa krisis keuangan.

2001 — 2016 : Perambahan besar-besaran kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Dalam rangka mencegah hilangnya tutupan hutan lebih lanjut, Pemerintah Indonesia
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres yang berlaku selama
dua tahun ini telah diperpanjang sebanyak tiga kali dan kemudian dipermanenkan pada tahun 2019
melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Di bawah peraturan ini,
moratorium permanen mencakup sekitar 66,2 juta hektar hutan primer dan lahan gambut.
Hasilnya, laju deforestasi di Indonesia antara tahun 2019 dan 2020 tercatat sebagai yang terendah
sejak tahun 1990 karena berkurangnya kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi lahan terdegradasi,
hutan bakau, dan lahan gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik
Indonesia secara konsisten memantau laju deforestasi Indonesia'® dan membandingkannya dengan
informasi awal tahun 1990, yang disajikan pada Gambar 2 (KLHK, 2022).

10 Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2009, definisi deforestasi adalah perubahan secara
permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan akibat dari kegiatan manusia.
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Gambar 2. Tren Deforestasi (1990-2021) di Indonesia
Sumber: KLHK, 2022

Dalam dokumen Strategi Jangka Panjang untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim
2050, Pemerintah Indonesia juga berambisi untuk mencapai Penyerapan Karbon Bersih dari
Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya pada tahun 2030, yang dikenal sebagai the Forestry and
Other Land Use Net Carbon Sink (FOLU Net Sink 2030). Dokumen ini mencakup serangkaian langkah
strategis untuk mengurangi sekitar 140 juta ton CO; pada tahun 2030 dari sektor FOLU yang telah
berhasil dipersiapkan dan saat ini sedang diimplementasikan di lapangan (KLHK, 2022). Strategi
Nasional untuk FOLU Net Sink 2030 menggunakan empat kebijakan utama sebagai berikut:

1. Menghindari deforestasi: menekan laju deforestasi untuk mencapai FOLU Net Sink 2030,
yang membatasi deforestasi terencana hingga 6,8 juta hektare pada tahun 2030;

2. Konservasi dan pengelolaan hutan lestari: mengurangi degradasi hutan yang disebabkan
oleh penebangan yang berlebihan dan perambahan hutan produksi negara, serta
memperluas kawasan hutan lindung baik di hutan produksi negara maupun di area
penggunaan lain (APL).1!

3. Perlindungan dan restorasi lahan gambut: emisi dari lahan gambut menyumbang 50% dari
total emisi di sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya.

4. Peningkatan penyerapan air: mempercepat penghijauan dan reboisasi lahan yang
terdegradasi parah di luar dan di dalam kawasa hutan serta penghijauan perkotaan.

Kalimantan

Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di Asia Tenggara, diberkahi dengan salah
satu hutan hujan tertua di dunia. Pulau Kalimantan secara politis terbagi antara Kalimantan,
Indonesia (73%) dan Malaysia (26%), dan sisanya adalah Brunei Darussalam. Secara administratif,
ada lima provinsi di Kalimantan: Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Utara, dan Tengah. Pada tahun
2023, total populasi di Kalimantan adalah 17,09 juta jiwa, di mana populasi tertinggi berada di
Kalimantan Barat (33%), diikuti oleh Kalimantan Selatan (24%), Kalimantan Timur (23%), Kalimantan
Tengah (16%), dan Kalimantan Utara (4%) (BPS Kalbar, 2023; BPS Kalsel, 2023; BPS Kaltim; BPS
Kalteng, 2023; dan BPS Kaltara, 2023).

11 Lahan masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Hutan.

10



Makalah Latar Belakang | April 2024 | Dialog Lapangan tentang Restorasi Ekosistem

Hutan Kalimantan, rumah bagi orangutan, macan dahan, dan gajah kerdil, merupakan salah satu
ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan ini juga merupakan rumah bagi
beberapa ratus masyarakat adat, yang saat ini disebut sebagai suku Dayak, yang telah berada di
Kalimantan selama beberapa ribu tahun dan tetap menjadi penduduk mayoritas di banyak wilayah
(UNEP, 2024). Suku Dayak memiliki 268 sub-suku yang dikelompokkan ke dalam enam rumpun:
Punan, Klemantan, Apokayan, Iban, Murut, dan Ot Danum. Selain Dayak, tiga suku dominan lainnya
yang tinggal di Kalimantan adalah Banjar, Hakka dan Melayu. Suku Banjar adalah penduduk asli
Kalimantan Selatan dan sebagian besar tinggal di sepanjang pantai sebagai pedagang, namun
sekarang mereka pindah ke pedalaman sebagai petani di sekitar Pegunungan Meratus. Suku Hakka
berasal dari Cina dan tinggal di Kalimantan Tengah. Sementara itu, orang Melayu sebagian besar
tinggal di pesisir dan memiliki hubungan kekerabatan dengan orang Melayu di Sarawak dan Brunei
Darussalam (Subroto dan Ningsih, 2022).

Pada tahun 1973, kawasan hutan tua yang masih utuh di Kalimantan diperkirakan mencapai 40,3
juta hektar. Namun, total deforestasi antara tahun 1973 dan 2015 mencapai sekitar 14,3 juta hektar.
Pada tahun 2015, kawasan hutan yang tersisa di Kalimantan masih berupa hutan yang masih utuh
(65%) dan hutan yang telah ditebang (35%) (Gaveau dkk., 2014; Gaveau dkk., 2016; Goh, 2020;
Goh dan Potter, 2023). Peta pada Gambar 3 mengilustrasikan pola spasial deforestasi di Kalimantan
dari tahun 1990 hingga 2015. Peta ini menunjukkan area yang terdeforestasi selama periode 1990-
2012 secara kumulatif, sementara deforestasi yang terjadi pada periode pengamatan berikutnya
ditampilkan secara terpisah untuk setiap periode. Pada tahun 2013, provinsi Kalimantan Barat dan
Kalimantan Utara mengalami laju deforestasi yang melebihi tingkat!? referensi masing-masing.
Namun demikian, terdapat tren positif yang perlu dicatat, yaitu deforestasi di provinsi Kalimantan
Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mengalami penurunan dibandingkan dengan
tingkat acuannya. Namun, pada tahun 2014, semua provinsi menunjukkan tingkat deforestasi yang
lebih rendah dari tingkat referensi mereka. Pada tahun 2015, tiga dari lima provinsi memiliki tingkat
deforestasi di bawah tingkat acuannya, sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara
mencatat nilai yang melampaui tingkat acuan. Selama rentang waktu tiga tahun, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur secara konsisten mempertahankan kinerjanya (Wegscheider et al., 2017).

12 Untuk masing-masing dari lima provinsi di Kalimantan, tingkat deforestasi tahunan rata-rata referensi, serta tingkat emisi
tahunan rata-rata referensi, telah dihitung sesuai dengan Tingkat Emisi Rujukan Hutan (Forest Reference Emission Level/FREL)
nasional yang diserahkan Indonesia kepada UNFCCC selama COP21 di Paris pada tahun 2015.
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Gambar 3. Distribusi spasial deforestasi di Kalimantan selama periode 1990-2012 (akumulasi) dan
periode pengamatan berikutnya 2012-2013, 2013-2014, dan tutupan hutan alam pada tahun 1990.
Sumber: Wegscheider dll., 2017

Kehilangan hutan dan degradasi hutan di Kalimantan didorong oleh interaksi yang kompleks dari
berbagai faktor, termasuk kekuatan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Seperti halnya wilayah
lain di Indonesia, penyebab utama kehilangan dan degradasi hutan di Kalimantan adalah
pembalakan dan industri kayu, ekspansi perkebunan kelapa sawit dan komoditas pertanian lainnya
(seperti karet, kelapa, padi), pembangunan infrastruktur (seperti jalan, bendungan), dan
perladangan berpindah skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kalimantan kaya akan
sumber daya alam, termasuk batu bara, emas, dan mineral lainnya. Kegiatan pertambangan telah
mengakibatkan pembukaan hutan dan degradasi lingkungan. Selain itu, penggunaan api untuk
membuka lahan pertanian, terutama pada musim kemarau, dapat menyebabkan kebakaran hutan
dan kabut asap yang meluas. Kebakaran ini berkontribusi terhadap deforestasi dan berdampak
negatif terhadap kualitas udara, kesehatan manusia, dan keanekaragaman hayati (Goh dan Potter,
2023).

Perkembangan terbaru dari Ibu Kota Negara (Ibu Kota Nusantara/IKN)!3 di Kalimantan Timur
menimbulkan pro dan kontra. Pada bulan Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan
bahwa Indonesia akan memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke sebuah lokasi di provinsi

13 Pembentukan ibu kota baru ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 jo. UU No. 3 tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara. Dalam UU terbaru (21/2023), total luas daratan dan pesisir yang diperuntukkan bagi IKN adalah 252.600 hektare
dan 69.769 hektare. Dibandingkan dengan UU sebelumnya (3/2022), total luas daratan mengalami penurunan sebesar 3.483
hektar, namun luas wilayah pesisir mengalami peningkatan sebesar 1.580 hektar.
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Kalimantan Timur. Keputusan ini terutama didorong oleh masalah-masalah parah yang dihadapi
Jakarta seperti kemacetan, polusi, dan penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air tanah yang
berlebihan. Ibu kota baru akan dibangun di daerah yang jarang penduduknya di Kalimantan Timur,
yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemerintah
melakukan studi menyeluruh untuk menentukan lokasi yang paling sesuai, dengan
mempertimbangkan faktor-faktor seperti geografi, dampak lingkungan, dan infrastruktur (Syaban
dan Appiah-Opoku, 2023).

Mengatasi degradasi hutan dan masalah lingkungan tidak hanya membutuhkan upaya konservasi
dan restorasi, tetapi juga perhatian terhadap sistem penguasaan lahan dan tata kelola yang
mendasarinya. Beberapa tantangan utama terkait dengan isu-isu penguasaan dan tata kelola lahan
di Kalimantan termasuk tata kelola yang lemah; penguasaan lahan yang tidak jelas, terutama di
wilayah masyarakat adat; dan penegakan peraturan lingkungan yang tidak memadai yang
berkontribusi terhadap deforestasi (Sahide dan Giessen, 2015). Rincian lebih lanjut tentang
masalah tata kelola lahan dan langkah-langkah saat ini di Indonesia yang juga berlaku di Kalimantan
dapat dilihat pada Lampiran 4 (Daryono, 2010; Neef, 2016; Tanner dll., 2020; Hayward, 2021).

Kebijakan restorasi ekosistem di Indonesia

Aktor-aktor publik utama

Upaya restorasi ekosistem di Indonesia sangat kompleks, melibatkan banyak lembaga yang dipandu
oleh berbagai kementerian, badan khusus di bawah pengawasan langsung dan mandat dari
Presiden, dan pemerintah daerah dengan peran yang berbeda-beda. Tabel 1 menunjukkan tiga
fungsi utama lembaga pemerintah dalam restorasi ekosistem di Indonesia: koordinasi, pelaksana,
dan pendukung (EUREDD Facility, 2023).

Tabel 1. Pemangku kepentingan utama restorasi ekosistem di pemerintahan

Fungsi Koordinasi = Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
= Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Kemenkomarves)
Fungsi Pelaksana = KLHK- Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDAS-RH)

= KLHK - Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (Ditjen KSDAE)

= KLHK- Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL)

=  KLHK- Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan (Ditjen PPKL)

= Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

= Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT)

= Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

= Pemerintah Provinsi

= Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
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Fungsi Pendukung = KLHK-Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan (Ditjen PSKL)
= KLHK-Ditektorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI)
= Badan Kebijakan Fiskal
= Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
Sumber: EUREDD Facility, 2023

Sebagai lembaga yang merancang Kerangka Kerja Pembangunan Nasional, Bappenas memainkan
peran kunci dalam mengkoordinasikan restorasi ekosistem. Hal ini ditegaskan dalam RPJMN 2020-
2024, Rencana Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI), serta Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB). Bappenas berkoordinasi dengan KLHK, KKP, dan kementerian/lembaga
pelaksana lainnya yang memiliki mandat restorasi ekosistem. Dalam hal ini, KLHK menyediakan data
ekosistem (termasuk target, lokasi, jadwal) terutama di kawasan hutan negara (lahan kering, lahan
gambut, dan bakau). Sementara itu, KKP menyediakan data rehabilitasi bakau (termasuk target,
lokasi, dan waktu) di wilayah pesisir. Untuk pemantauan, Bappenas menggunakan platform spasial
online Satu Alas untuk menyajikan data rencana dan evaluasi di tingkat tapak. Platform ini
membantu memantau peningkatan tutupan hutan di area yang direhabilitasi (hingga ke tingkat
desa) asalkan data tersedia untuk area penanaman.

Kemenkomarves mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga teknis yang bertugas
dalam rehabilitasi bakau, termasuk KLHK, KKP, Kemendes PDTT, dan BRGM. Kemenkomarves
sedang mempersiapkan peta jalan untuk Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi bakau, sehingga dapat
diperoleh pemetaan lokasi rehabilitasi yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih antara KLHK, KKP,
dan BRGM untuk tahun 2022-2024. Kemendes PDTT tidak lagi diikutsertakan dalam rencana
rehabilitasi mangrove 2022-2024 karena tidak lagi mendapatkan alokasi Program Pemulihan
Ekonomi Nasional setelah tahun 2021 untuk rehabilitasi bakau. Kemendes PDTT tetap
mempertahankan kebijakan untuk mengizinkan Dana Desa digunakan untuk penanganan
lingkungan dan perubahan iklim, di mana restorasi ekosistem dapat menjadi komponen yang baik.
Selain mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi bakau, KKP memiliki mandat untuk mencari
bantuan pendanaan dan investasi dari berbagai sumber.

Inisiatif restorasi ekosistem merupakan tanggung jawab utama dari Direktorat Jenderal
Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDAS-RH) KLHK, yang
sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
Ditjen ini mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2021 karena rehabilitasi sebelumnya
hanya berfokus pada hutan lindung dan tidak mencakup jenis hutan dan kawasan non-hutan
lainnya. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk memperluas pemahaman publik mengenai
mandat rehabilitasi yang menjangkau di luar kawasan lindung. Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai dan Rehabilitasi Hutan (BPDAS-RH) berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen
PDAS-RH, dan bertanggung jawab untuk memantau dan menilai keberhasilan inisiatif rehabilitasi
yang dilakukan oleh pemegang izin.

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) bertugas memulihkan
ekosistem di kawasan konservasi, namun tetap melibatkan Ditjen PDAS-RH dan UPT-nya. Sementara
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itu, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) bertanggung jawab atas rehabilitasi dan restorasi
di hutan produksi. Melalui koordinasi yang dilakukan, Ditjen ini melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap kegiatan restorasi ekosistem di areal bekas Hak Pengusahaan Hutan dan Hutan
Tanaman Industri. Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) dan Ditjen
Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) tidak memiliki mandat langsung untuk melaksanakan
kegiatan restorasi ekosistem. Namun, inisiatif restorasi diintegrasikan ke dalam program
perhutanan sosial di bawah Ditjen PSKL. Sementara itu, Ditjen PPI berkoordinasi dengan Ditjen
PDAS-RH dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi rehabilitasi yang memiliki indeks biogeografis dan
penyerapan karbon yang tinggi. Ditjen PPl juga mengawasi Program Desa Tangguh yang mendorong
kegiatan adaptasi, dan restorasi berpotensi menjadi salah satu programnya.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, yang berada di bawah Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, memiliki kewenangan untuk merumuskan
kebijakan dan menyiapkan pedoman teknis untuk restorasi gambut. Direktorat ini berperan penting
dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional, yang
digunakan sebagai pedoman dalam upaya restorasi gambut. Untuk implementasi di tingkat tapak,
Ditjen ini berkoordinasi erat dengan BRGM, dengan mendukung kelembagaan masyarakat melalui
Program Desa Peduli Gambut. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
kemudian memiliki kewenangan untuk memantau restorasi gambut yang dilakukan oleh konsesi
hutan tanaman.

Tanggung jawab utama BRGM adalah memfasilitasi percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi
bakau di provinsi-provinsi sasaran. Dalam menjalankan tugasnya, BRGM berkoordinasi dengan
berbagai kementerian dan lembaga. BRGM berkoordinasi dengan Ditjen PPKL dalam hal pembagian
wilayah restorasi gambut. Wilayah kerja restorasi gambut BRGM sebagian besar berada di luar
kawasan hutan negara karena kawasan gambut yang berada di dalam kawasan hutan negara
sebagian besar telah digunakan untuk usaha hutan tanaman yang berada di bawah kewenangan
Ditjen PPKL. Untuk membantu pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi bakau di tingkat
daerah, BRGM bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan membentuk Tim Restorasi
Gambut dan/atau Tim Rehabilitasi Bakau Daerah. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk
melakukan rehabilitasi di dalam kawasan hutan negara secara terbatas, termasuk Taman Hutan
Raya (Tahura), kawasan hutan non-hutan negara yang belum dibebani hak, hutan kota, dan
penanaman di sepanjang tepi jalan. Pemerintah Provinsi memiliki peran penting dalam
keberhasilan restorasi ekosistem terutama dengan memasukkan program nasional ke dalam
rencana tata ruang wilayah mereka. Pemerintah daerah juga berada dalam posisi yang baik untuk
mengembangkan Kawasan Ekosistem Esensial'* 1> 16 17 18 = Kebjjakan desentralisasi ini dapat
memperluas kawasan konservasi dan restorasi.

14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

15 peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

16 peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 200).

17 Pperaturan Dirjen KSDAE Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Koridor Satwa Liar sebagai Ekosistem Esensial.

18 peraturan Dirjen KSDAE Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Ekosistem Esensial.
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Kebijakan restorasi ekosistem saat ini dan kerangka kerja regulasi
Konsep restorasi ekosistem dan penggunaan berbagai terminologi (rehabilitasi, reboisasi,
penghijauan, restorasi, reklamasi, dan revegetasi) terus berkembang. Istilah-istilah ini sering kali
saling berhubungan dengan konsep yang lebih luas seperti tata kelola global, kebijakan yang
muncul, atau wacana, dan secara langsung berkaitan dengan kewajiban hukum, tugas-tugas
regulasi, atau fungsi administratif. Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) menetapkan
berbagai acuan kebijakan baru tentang restorasi ekosistem hutan. Bagian ini akan menjelaskan
bagaimana interpretasi berbagai konsep yang diuraikan dalam undang-undang tersebut telah
berkembang berdasarkan peraturan terbaru (pasca UU Cipta Kerja). Istilah Restorasi dan
Rehabilitasi Hutan dikategorikan ke dalam tiga kategori utama: rehabilitasi, reklamasi, dan restorasi
(lihat Gambar 4) (EUREDD Facility, 2023).

TUJUAN UTAMA

Rehabilitasi dan Restorasi Hutan

Tujuan
memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi memperbaiki atau memulihkan kawasan hutan memulihkan unsur biotik (flora dan fauna) dan unsur
hutan d?”_bha” guna meningkatkan daya d“k“”& yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal abiotik (tanah, iklim, topografi) sehingga keseimbangan
produktivitas, dan peranannya dalam memelihara sesuai peruntukannya hayati dapat tercapai
sistem penyangga kehidupan.
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Status area
Catatan: hutan
lahan kering,
gambut, dan
bakau

Permukaan

Land that has changed its surface and land
Ta [ h
* Forest Area Disaster “i

Bentuk
Kegiatan
Pelaksana
Legenda:
BRGM- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove KLHK- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
IPPKH- /zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan RE- Restorasi Ekosistem (Restorasi Ekosistem)

Gambar 4. Peta konsep untuk rehabilitasi, reklamasi, dan restorasi
Sumber: Fasilitas EUREDD, 2023

Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan

Istilah rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pertama kali muncul dalam Undang-Undang Pokok
Kehutanan No. 41/1999. Definisi terminologi ini tidak berubah dengan adanya Undang-Undang
Cipta Kerja dan instrumen pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Peraturan
tersebut menyatakan bahwa "rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan
meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga." Peraturan terbaru, Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi
Hutan dan Lahan, menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pengayaan tanaman di kawasan hutan
negara minimal 70% dari total lubang tanam (MoF, 2008).
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Kegiatan rehabilitasi tidak diperbolehkan di kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional untuk
menjaga keaslian dan keunikan flora, fauna, dan ekosistemnya. Namun demikian, dalam kondisi
mendesak seperti bencana alam, rehabilitasi dapat dilakukan di kawasan-kawasan tersebut melalui
revisi rencana pemulihan ekosistem. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan nasional
mengenai rehabilitasi di cagar alam dan zona inti taman nasional. Selain rehabilitasi di kawasan
konservasi yang terdegradasi, upaya rehabilitasi non-rotasi di kawasan konservasi dapat dilakukan
pada lahan-lahan terbuka yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat melalui skema kemitraan
kehutanan (Fasilitas EUREDD, 2023).

Kebijakan reklamasi hutan dan lahan

Reklamasi hutan dan lahan tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga melibatkan
perbaikan struktur tanah. Reklamasi hutan dan lahan dilakukan pada kawasan hutan rusak yang
telah mengalami perubahan tutupan lahan dan permukaan tanah. Namun, undang-undang dasar
kehutanan tidak menjelaskan ambang batas hutan yang "rusak". Tidak adanya definisi tunggal
mengenai lahan yang terdegradasi/rusak menimbulkan kebingungan mengenai luas, lokasi, dan
status hukumnya. Selain itu, reklamasi sering dikaitkan dengan kegiatan di sektor pertambangan
karena merupakan tahap akhir dari kegiatan pertambangan setelah tahap eksplorasi dan
eksploitasi. Namun, Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 dan Undang-Undang Pokok
Pertambangan No. 11/1976, tidak menyebutkan terminologi "reklamasi". Istilah ini baru muncul
dalam UU Pokok Kehutanan No. 41/1999 yang menyatakan bahwa kegiatan reklamasi tidak hanya
diwajibkan bagi pemegang /zin Pinjam Pakai untuk pertambangan, tetapi juga izin-izin lain yang
mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap tutupan permukaan dan bawah permukaan.
Secara umum, tahapan reklamasi hutan meliputi dua kegiatan utama, yaitu pengelolaan lahan dan
revegetasi. Revegetasi didefinisikan sebagai upaya perbaikan dan pemulihan vegetasi yang rusak
melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada areal yang telah dijadikan kawasan hutan
negara. Revegetasi menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan reklamasi hutan oleh KLHK,
yang meliputi aspek luas areal penanaman, persentase pertumbuhan tanaman, dan komposisi
tanaman (EUREDD Facility, 2023).

Kebijakan restorasi lahan gambut dan ekosistem mangrove

Perlindungan lahan gambut di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden
Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang mengamanatkan perlindungan
kawasan gambut yang memiliki tanah gambut dengan kedalaman tiga meter atau lebih. Kedalaman
tiga meter masih digunakan sebagai standar yang netral, tidak ambigu, dan terukur, dan secara teori
pemerintah dapat menentukan kawasan gambut mana yang harus dilindungi. Pemerintah
mengeluarkan peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada tahun
2014 dan diubah pada tahun 2016 , diikuti oleh lima peraturan menteri lingkungan hidup dan

11 peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
12 (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan
Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut; (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut; (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut; (4) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut
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kehutanan yang mengimplementasikannya?® . Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Hutan Tanaman Industri
menyerukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut. Pengelola konsesi Hutan
Tanaman Industri yang berkinerja buruk yang berlokasi di ekosistem lahan gambut berisiko
kehilangan izinnya dicabut, atau dilakukan penyesuaian untuk melindungi fungsi dari perlindungan
ekosistem gambut (MoEF, 2022).

Sejak tahun 2016, upaya penguatan restorasi lahan gambut dikoordinasikan oleh Badan Restorasi
Gambut Nasional (BRG), yang kini telah berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
(BRGM). Pemerintah telah mengadopsi kebijakan baru dalam tata kelola dan pengelolaan lahan
gambut, termasuk (1) mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk mencegah
kebakaran hutan dan lahan; (2) menangguhkan penerbitan izin baru untuk penggunaan gambut
lindung; (3) larangan pembukaan lahan lebih lanjut di lahan gambut lindung; (4) meninjau ulang
izin  hutan/perkebunan vyang ada dan menata ulang keberadaan konsesi dengan
mempertimbangkan keberadaan lahan gambut dan fungsi hidrologisnya; (5) menerapkan sistem
pengawasan yang ketat terhadap lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015; dan (6) meminta
pengelola hutan tanaman industri untuk merestorasi lahan gambut dengan cara menutup kanal-
kanal untuk menjaga ketinggian muka air minimal 0.4 meter (MoEF, 2022)

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 246 Tahun 2020 tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional diterbitkan untuk memberikan
rencana strategis yang rinci untuk pemanfaatan ekosistem gambut, pengendalian degradasi
(pencegahan, mitigasi, dan restorasi), pemeliharaan (pencadangan dan konservasi), serta mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim di ekosistem gambut. The National Peatland Ecosystem Protection
and Management Plan (NPEPMP) telah menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan,
seperti rencana pembangunan jangka panjang/menengah, rencana tata ruang, dan rencana
kehutanan (MoEF, 2022).

Ekosistem mangrove belum menjadi perhatian nasional pada saat penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional 2020-2024 (yang disusun pada tahun 2019) karena kurangnya data
mangrove pada saat itu. Sejalan dengan Dekade PBB untuk Restorasi Ekosistem 2021-2030%! ,
perhatian internasional terhadap karbon biru mulai menyoroti peran penting mangrove sebagai
sistem alami untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca (Fourqurean dkk., 2012). Oleh karena itu,
upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrove menjadi semakin penting di banyak negara,
terutama Indonesia. Dengan wilayah ekosistem mangrove terluas di dunia, Indonesia memiliki
peluang yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap komitmen global dalam mitigasi
perubahan iklim. Pemerintah telah menambahkan mandat rehabilitasi mangrove ke dalam BRG
yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020. Perhatian terhadap ekosistem
mangrove juga tercermin dalam pembentukan tim koordinasi pengelolaan lahan basah yang
melibatkan berbagai kementerian, termasuk Bappenas, KLHK, KKP, Kemenko Maritim, dan

Berdasarkan Kesatuan Hidrologis Gambut; dan (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 60 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

21 Melalui komitmen ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan target restorasi mangrove seluas dua miliar
hektar di seluruh dunia.
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Kemendes PDTT. Tim koordinasi pengelolaan lahan basah ini disahkan melalui Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas No. 89/2020. Tim ini dibentuk untuk mendukung basis data ekosistem
mangrove yang terintegrasi dan merancang peta jalan pengelolaan mangrove, yang mencakup
rencana rehabilitasi mangrove (EUREDD Facility, 2023).

Tujuan, prioritas, dan kegiatan restorasi ekosistem saat ini di Indonesia

Tujuan dan prioritas restorasi ekosistem saat ini

Peninjauan terhadap peta lahan yang terdegradasi dilakukan setiap lima tahun sekali. Pertama kali
dilakukan pada tahun 2013, pemetaan lahan terdegradasi kembali dilakukan pada tahun 2018.
Iterasi kedua ini menetapkan bahwa Indonesia memiliki 14 juta hektar lahan "sangat terdegradasi"
dan "terdegradasi"??, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan lahan sangat kritis dan
lahan kritis. Lahan yang sangat terdegradasi mencapai 4,55 juta hektar, sementara lahan yang
terdegradasi mencakup area seluas 9,45 juta hektar. Total luas lahan yang terdegradasi telah
menurun secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2013, yang diperkirakan mencapai 24,3 juta
hektar (Central Agency on Statistics, 2019).

Pada tahun 2019, luas lahan gambut dan hutan bakau di Indonesia sekitar 13,4 juta hektar. Untuk
mengelola ekosistem lahan gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
menetapkan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)?? seluas 24,7 juta hektar. Kawasan ini tersebar di
seluruh Indonesia, dengan 9,6 juta hektar berada di Sumatera, 8,4 juta hektar di Kalimantan, 6,6
juta hektar di Papua, dan 0,06 juta hektar di Sulawesi (KLHK, 2022; BRGM, 2023a). Sementara itu,
berdasarkan One Map Mangrove Indonesia 2013-2019, terdapat 637.624 hektar mangrove yang
terdegradasi dari total 3,31 juta hektar estimasi luas mangrove di Indonesia. Mangrove yang
terdegradasi ini kemudian digunakan sebagai target rehabilitasi hingga tahun 2024 ((BRGM,
2023b).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target restorasi lahan gambut dan rehabilitasi mangrove
melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Selama periode 2021-2024, target
restorasi lahan gambut seluas 1,2 juta hektar yang tersebar di tujuh provinsi: Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua (BRGM, 2023a).
Sementara itu, target rehabilitasi mangrove adalah 600.000 hektar yang tersebar di sembilan
provinsi prioritas: Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat (BRGM, 2023b).

Kegiatan dan pencapaian restorasi ekosistem saat ini

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan pendekatan klasik untuk lahan kering, yang dalam bahasa
Indonesia dikenal dengan istilah reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dilakukan di dalam hutan
negara, sedangkan penghijauan dilakukan di luar hutan negara. Sasaran rehabilitasi hutan dan
lahan adalah lahan-lahan yang terdegradasi di daerah aliran sungai yang diprioritaskan pada semua

22 \enurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, lahan
terdegradasi didefinisikan sebagai lahan dengan fungsi tanah yang rendah sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas
lahan, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem daerah aliran sungai.

23 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 130/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Penetapan Peta
Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
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jenis kawasan hutan (kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional), dan mempromosikan
tanaman eksotis yang cepat tumbuh di hutan produksi. DAS bagian hulu diprioritaskan karena
rawan banijir, kekeringan, dan longsor; daerah tangkapan air dari waduk, bendungan, dan danau;
daerah resapan di DAS bagian hulu; daerah sempadan sungai; mata air, danau, dan waduk; serta
DAS bagian hilir yang rawan tsunami, intrusi air laut, dan abrasi sungai. Rehabilitasi hutan adalah
upaya penanaman jenis-jenis pohon hutan pada areal hutan yang rusak berupa lahan gundul,
alang-alang, atau semak belukar untuk memulihkan hutan. Reboisasi diprioritaskan pada hutan
lindung yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dasar perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air
laut, dan menjaga kesuburan tanah. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2015 hingga
2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Area Rehabilitasi Hutan dan Lahan di 34 Daerah Aliran Sungai (2015-2021)

Tahun 2015 = 2016 | 2017 = 2018 2019 2020 2021
Hutan 10,508 7,087 19,482 25,170 206,000 | 15,434.30 69,961
Konservasi/Lindung
Hutan 481 497 1,175 960 1,000 | 18,709.54 1,381
Bakau/Pantai/Rawa/G
ambut
Hutan Kota 240 215 452 - - - -
Agroforestri 7,624 13,416 15,875 - - - -
Rehabilitasi Lahan 181,594 | 177,151 164,006 | 162,500 | 188,168 78,276 81,112
Dengan Bibit Dari
Kebun Bibit
Masyarakat Dan
Persemaian
Permanen

Total 200,447 198,366 200,990 188,630 395,168 11241941 152,454

Sumber: MoEF, 2022

Prinsip dasar yang digunakan dalam restorasi ekosistem lahan gambut, yang dikenal dengan istilah
3R, adalah memperbaiki tata kelola air dengan membangun infrastruktur pembasahan (rewetting),
merehabilitasi vegetasi (revegetasi), dan meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian sosial,
budaya, dan ekonomi masyarakat (revitalisasi). Intervensi restorasi gambut melalui tata kelola air
menjaga kestabilan tata air di ekosistem gambut agar tetap basah dan dapat mendukung berbagai
pemanfaatan.

Pembasahan (rewetting)

Pembasahan kembali mencegah oksidasi gambut dan mengurangi kemungkinan terjadinya
kebakaran gambut yang tidak diinginkan. Ketika merestorasi lahan gambut yang telah dikeringkan,
pembasahan kembali dilakukan dengan cara menyekat kanal-kanal untuk meningkatkan
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permukaan air di kubah gambut kembali ke kondisi rawa yang tinggi secara alami. Kubah gambut
merupakan satu kesatuan hidrologis yang dapat mengalirkan air dalam jumlah yang sangat besar,
sehingga pengeringan pada bagian manapun dari lahan gambut akan berdampak negatif terhadap
ketersediaan air di area lahan gambut di sekitarnya. Oleh karena itu, program pembasahan kembali
harus mempertimbangkan perubahan aliran air yang akan terjadi di wilayah yang luas, serta
dampaknya terhadap tata guna lahan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Selain itu, di
tingkat tapak, pendekatan yang diambil untuk pembasahan kembali dapat bervariasi sesuai dengan
penggunaan lahan. Sekat kanal sering kali dilakukan pada lahan gambut yang didrainase dan berada
di dalam zona budidaya, sedangkan penimbunan permanen merupakan pendekatan yang lebih baik
untuk lahan gambut yang didrainase dan berada di dalam hutan lindung.

Revegetasi
Revegetasi, serta pembasahan kembali, mengurangi risiko kebakaran di area lahan gambut yang

terdegradasi. Kanopi hutan yang tertutup memberikan iklim mikro yang lembab dan sejuk bagi
gambut, dan akar pohon membantu menjaga gambut tetap beraerasi dan mampu menyimpan air.
Pendekatan revegetasi bergantung pada tingkat degradasi hutan rawa gambut asli. Lanskap yang
terdegradasi parah dan telah mengalami beberapa kali kebakaran mungkin hanya menunjukkan
sedikit tanda-tanda regenerasi alami dan oleh karena itu membutuhkan penanaman langsung
selain pembasahan untuk memulihkannya. Namun demikian, lokasi-lokasi yang memiliki sejarah
kebakaran yang lebih rendah dan masih berada di dekat kondisi hutan yang terfragmentasi mungkin
masih memiliki penyebaran benih dan pertumbuhan bibit yang cukup untuk beregenerasi secara
alami, sehingga hanya memerlukan pembasahan kembali dan metode intervensi yang rendah
seperti penyiangan. Dalam semua kasus, upaya revegetasi hanya dapat dilakukan di lokasi dimana
pencegahan kebakaran berjalan dengan baik dan berhasil. Revegetasi lahan gambut yang telah
ditanami harus berfokus pada pertumbuhan dan penanaman spesies rawa gambut yang dapat
memberikan manfaat ekonomi yang penting bagi masyarakat sekitar, seperti spesies pohon yang
menghasilkan buah-buahan, kacang-kacangan, getah, atau kayu. Seluruh penanaman aktif hanya
boleh menggunakan spesies asli yang telah beradaptasi untuk hidup di lahan gambut, dan upaya
bersama dapat difokuskan pada peningkatan nilai tambah (dan pemasaran) spesies lokal seperti
ramin, jelutung, balangeran, sehingga memberikan insentif bagi penanaman berkelanjutan oleh
masyarakat lokal.

Revitalisasi

Strategi revitalisasi membutuhkan mata pencaharian yang ramah gambut untuk didefinisikan dan
dikembangkan melalui konsultasi dengan masyarakat lokal. Mata pencaharian masa depan yang
berkelanjutan ini harus secara ekonomis dan teknis layak untuk lahan gambut yang telah dibasahi
ulang (rewetted), sebab pesan utama dari penelitian di seluruh dunia ialah tanah gambut tidak
boleh dikeringkan. Mengeringkan lahan gambut untuk keperluan pertanian hanya akan membuat
degradasi dan dekomposisi dari gambut, juga meningkatkan frekuensi kebakaran. Selain
meningkatkan emisi gas rumah kaca, pengeringan lahan gambut menyebabkan penurunan
permukaan tanah dan kemungkinan pencampuran air asin dan juga terendamnya suatu area secara
permanen. Sebaliknya, pertanian dan agroforestri (wanatani) yang sesuai dengan kondisi
pembasahan ulang dapat menjaga keutuhan gambut, ekosistem, dan memfasilitasi akumulasi
karbon.
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Tujuh provinsi prioritas memiliki 514 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Meskipun begitu, tidak
semua KHG mendapatkan campur tangan restorasi. Beberapa darinya, campur tangan restorasi
dilakukan di 106 KHG. Hasilnya, di 2021, 3,6 juta hektar dan 49874 hektar lahan gambut yang
dikelola oleh perusahaan dan komunitas, masing-masingnya, telah kembali. Sementara itu, BRGM
telah mengembalikan 900 ribu hektar lahan gambut.

Per 2021, pencapaian restorasi lahan gambut di area konsesi dan non-konsesi dapat dilihat pada
Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Pencapaian Restorasi Lahan Gambut pada Area Konsesi di 2021

Penanaman Kelapa

Hutan Industri . Total
Sawit

Jumlah perusahaan 72 248 320
Wilayah yang
dipulihkan (ha) 2.268.199,70 1.398.485,49 3.666.685,18
Titik kepatuhan
TMAT (unit) 5.086 5.364 10.450
Stasiun curah hujan
(unit) 269 599 868
Konstruksi
pemblokiran  kanal | 8081 22.597 30.678
(unit)
Rehabilitasi vegetasi
(ha) 5.943,67 - 5.943,67

Sumber: MoEF, 2022

Tabel 4. Pencapaian Restorasi Lahan pada Area Non-Konsesi (2016-2021)

. Penimbunan : T
Sumur Dalam | Pemblokiran Revegetasi Revitalisasi

Provinsi kembali

(unit) Kanal (unit) Kanal (unit) (ha) (kelompok)
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Riau 1.125 1.639 5 285 234
Jambi 741 660 152 325 128
Sumatera

354 1.057 61 340 154
Selatan
Kalimantan /g, 806 0 150 154
Barat
Kalimantan

10.664 3.108 115 750 261
Tengah
Kalimantan ) ¢ g 135 0 42 47
Selatan
Papua 0 0 0 0 107
Total 14.004 7.405 333 1.892 1.085

Sumber: BRGM, 202

3a

Memetakan keterlibatan sektor swasta kunci dalam restorasi ekosistem di Kalimantan
Keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan restorasi ekosistem di Kalimantan sangat krusial dalam
mencapai hasil yang berkelanjutan dan efektif. Berikut adalah beberapa pemangku sektor swasta

kunci yang dapat dilibatkan dalam usaha restorasi ekosistem di wilayah:
= Konsesi hutan alami

= Konsesi penanaman pohon
= Perusahaan pengolah kayu

= Penanaman dan penghasil minyak kelapa sawit
= Perusahaan tambang
® |ndustri pariwisata

=  Filantropi

= Agensi pengembangan internasional

= NGO lingkungan

=  QOrganisasi konservasi

= Masyarakat adat dan Komunitas lokal
= |nstitusi akademik dan penelitian

= Kelompok perempuan dan pemuda

=  Kelompok wanita tani (KWT)
=  Kelompok tani hutan (KTH)

Potensi kemitraan publik-swasta untuk peningkatan restorasi ekosistem di Kalimantan
Pentingnya kerjasama antara sektor negeri dan swasta untuk mendukung konservasi dan restorasi
hutan telah diakui di awal 2020 pada World Economic Forum di Davos. Kepala negara dan pemimpin
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multinasional terus menyoroti pentingnya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk
menekan tantangan keberlanjutan global. Oleh karena itu, identifikasi kemungkinan kemitraan
publik-swasta (KPS) untuk peningkatan konservasi ekosistem dan restorasi hutan Kalimantan
melibatkan pertimbangan tantangan lingkungan yang unik, pemangku kepentingan, dan
kesempatan di wilayah tersebut. Selain itu, penerapan kerangka kerja kemitraan pemerintah-
swasta-masyarakat (4P) dapat memanfaatkan upaya kolektif pemerintah, bisnis, dan masyarakat
setempat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus melestarikan
keanekaragaman hayati dan meningkatkan mata pencaharian di wilayah tersebut.

The Green Growth Compact (Pembangunan Hijau)

Dalam dekade terakhir, Kalimantan Timur mengalami peningkatan kapasitas, strategi, dan aspirasi
mengenai transisi menuju model pengembangan berkelanjutan, dan ramah hutan. Dipimpin oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berkolabrasi dengan The Nature Conservancy (TNC) dan
mitra lokal Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), The Green Growth Compact didirikan pada
September 2017. Program ini adalah kemitraan khusus yang terdiri atas 25 perusahaan, agensi
pemerintah, komunitas, dan NGO yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam melestarikan
hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terlebih lagi,
kemitraan ini merupakan kemitraan publik-swasta-komunitas pertama yang memprioritaskan
praktik-praktik pengelolaan hutan yang inovatif untuk melindungi habitat orangutan (TNC, 2024).

Green Growth Compact merupakan hasil dari kombinasi luar biasa dari beberapa faktor:
kepemimpinan yang visioner di tingkat provinsi; komunitas hutan yang termotivasi oleh tekanan
lingkungan yang akut; kemampuan NGO untuk menggerakkan kapasitas lokal; perusahaan yang
bergerak di bidang perkayuan dan kelapa sawit yang menyadari kebutuhan akan perubahan;
program global seperti Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+
(Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Hutan) dan Kesepakatan Paris; dan
meningkatnya kesadaran mengenai dampak destruktif dari perubahan iklim. Keinginan-keinginan
ini saling bertemu sehingga membuat Kalimantan Timur menjadi pemimpin dunia dalam
merumuskan solusi-solusi iklim alam. Terdapat dua target yang saling terikat di jantung Green
Growth Compact: 1) memangkas deforestasi sebesar minimal 80% di tahun 2025 sembari
mengembalikan hutan untuk menggantikan sisanya; dan 2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sebsar 8% dengan mengurangi emisi menjadi 1000 ton COe per USS 1 juta GDP di 2030 (TNC,
2024).

Kesuksesan dari Green Growth Compact bergantung pada peningkatan upaya-upaya lokal yang
berhasil. Sejak 2010, TNC telah menjadi katalis atau pemercepatan di balik Berau Forest Carbon
Program (BFCP), suatu upaya yang kini menjadi salah satu pilar dari Green Growth Compact. BFCP
menargetkan untuk mengamankan 1 juta hektar dari area hutan di bawah naungan pengelolaan
yang efektif dan dalam rangka menyelamatkan habitat orang utan. Pekerjaan didasarkan pada
pendekatan Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan/SIGAP, yang merupakan pendekatan untuk
membangun kapasitas pedesaan yang melakukan perencanaan tata guna lahan dan desa yang
tepat untuk melindungi hutan dari pembalakan dan perburuan liar, menanam kembali area
terdegradasi, dan mengembangkan mata pencaharian hijau, yang mana semuanya mengurangi
emisi karbon. Masyarakat juga menerima bantuan untuk mengamankan hak mengenai wilayah dan
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hutan dan mengakses peluang pendanaan. Model SIGAP juga telah direplikasi pada 99 desa di
Kabupaten Berau dan akan digunakan secara lebih luas di bawah naungan Green Growth Compact,
dengan rencana membantu ratusan desa meluncurkan rencana penggunaan lahan yang cerdas
(TNC, 2024).

TNC dan YKAN juga bekerjasama dengan pemerintah dan konsesi penebangan hutan alam untuk
memajukan sertifikasi Sustainable Forest Management/SFM (pengelolaan hutan berkelanjutan)
dan memperluas praktik karbon penebangan berdampak rendah di seluruh Kalimantan Timur di
bawah Kerjasama Fasilitas Hutan Karbon — skema pendanaan karbon, dimana usaha TNC
menunjukkan dapat memangkas emisi karbon hingga 50%. Selain Wilayah Ekosistem Penting bagi
Orang Utan di daerah Wehea-Kelay, kerjasama publik-swasta-komunitas dipromosikan di
Kalimantan Timur untuk melindungi ekosistem penting yang tersisa dengan menjalankan praktik
pengelolaan berkelanjutan. Dalam rangka mempersiapkan era baru bagi hutan Indonesia yang tidak
bergantung pada kayu sebagai produk utama hutan, TNC dan YKAN mendukung pengembangan
multi-bisnis dalam konesi hutan alam melalui pemanfaatan limbah kayu (TNC, 2024).

Dewan Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur tengah mengawasi dan mendukung mitra-
mitranya dalam penerapan prototipe dari usaha sebagai sarana utama dalam implementasi Green
Growth Compact. Tindakan yang meliputi dukungan dan percepatan terhadap implementasi dari
11 prototipe usaha yang mana termasuk di antaranya, (i) percepatan pembangunan Forest
Management Units (FMUs) (Unit Manajemen Hutan) oleh pemerintah provinsi yang menyediakan
kapasitas tambahan?* di tingkat lapangan untuk mengelola kawasan hutan, begitu juga mendukung
perusahaan dan komunitas dalam operasional kehutanannya, (ii) bekerja sama dengan sektor
kelapa sawit untuk mendukung penerapan komitmen pimpinan provinsi dan kabupaten untuk
melindungi lebih dari 400 ribu hektar hutan dalam wilayah yang disiapkan untuk pengembangan
kelapa sawit?, dan (iii) menguatkan penerapan dari hutan sosial untuk mencapai target wilayah
yang lebih dari 600 ribu hektar (TNC, 2024).

Kesepakatan Pembayaran Pengurangan Emisi (Emission Reduction Payment Aggreement)

The World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility atau FCPF2® (Fasilitas Kemitraan Hutan Karbon
Bank Dunia) menyediakan Hibah Kesiapan REDD+ kepada Menteri Kehutanan untuk mendukung
analisis, pengelolaan dari proses kesiapan, estimasi tingkat emisi, dan monitoring, reporting, and
verification/MRV (pengawasan, laporan, dan verivikasi). Kalimantan Timur merupakan wilayah
pertama di Asia Tenggara dan Pasifik yang menerima pembayaran di muka di bawah skema FCPF.

% Termasuk di dalamnya pengembangan kapasitas manager FMU dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan
penyelesaian konflik, begitu juga membangun kemandiran finansial melalui model bisnis inovatif.

% Beberapa instrumen dikembangkan untuk mengidentifikasi wilayah yang paling cocok untuk pengembangan,
emnghindari konversi dari nilai konversi tinggi wilayah hutan, dan mendanai pelestarian hutan melalui komitmen
penggantian kerugian

%6 The World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) adalah kerjasama global dari pemerintah, bisnis,
masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan, pelestarian cadangan hutan karbon, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon pada
negara-negara berkembang, aktivitas yang umumnya disebut sebagai REDD+, yang diluncurkan pada 200, FCPF telah
melaksanakannya di 47 negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin dan Karibia, dengan 17 pendonor yang
telah berkontribusi dan berkomitmen dengan total USS 1,3 miliar.
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Indonesia menerima pembayaran di muka sebesar USS 20,9 juta (IDR 320 miliar) di bawah Emission
Reduction Payment Agreement (ERPA)?’ (Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi) antara
Pemerintah Indonesia dengan World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) REDD+ di
Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia akan menerima hingga USS 110
juta (IDR 1,6 triliun) untuk emisi yang terverivikasi dari pengurangan deforestasi dan degradasi
hutan (WB-FCPF, 2022)

Indonesia menjadi negara pertama di wilayah Asia Timur-Pasifik yang menerima pembayaran
melalui World Bank’s FCPC, yang mewakili 13,5% dari nilai pengurangan emisi yang dilaporkan pada
Laporan Pantauan Pemerintah Indonesia untuk periode kredit 2019-2020. Pembayaran penuh akan
diberikan ketika verifikasi independen pihak ketiga pada pengurangan emisi yang dilaporkan, yang
saat ini tengah berlangsung, selesai. Pembayaran di muka ini akan memfasilitasi dimulainya
Rencana Pembagian Manfaat program Kalimantan Timur, yang dikembangkan oleh Pemerintah
Indonesia dan diterbitkan pada bulan Oktober 2021. Dokumen Rencana Pembagian Manfaat
dikembangkan melalui proses konsultatif, transparan, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
semua pemangku kepentingan yang relevan dengan program ini dapat mengakses manfaat dari
pembayaran pengurangan emisi. Dokumen ini menguraikan pengaturan yang disepakati tentang
bagaimana pembayaran ERPA akan dibagikan kepada para penerima manfaat, mulai dari
pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat lokal (WB-FCPF, 2022).

Konsesi Restorasi Ekosistem

Pada awal tahun 2000-an, Kementerian Kehutanan Indonesia bekerja sama dengan British Royal
Society for the Protection of Birds dan BirdLife International, bersama dengan organisasi afiliasinya,
Burung Indonesia, mulai mengembangkan konsep Konsesi Restorasi Ekosistem (Ecosystem
Restoration Concession/ERC). Organisasi-organisasi konservasi tersebut memahami ERC sebagai
alat strategis yang menjanjikan untuk membalikkan deforestasi dan degradasi hutan di kawasan-
kawasan Hutan Produksi yang luas di Indonesia, yang meskipun terancam, masih memiliki potensi
tinggi untuk konservasi alam. Selain organisasi konservasi, berbagai lembaga pembangunan juga
mempromosikan konsep ERC dan menyediakan dana yang cukup besar untuk pendirian dan
implementasi ERC.

Proyek Restorasi dan Konservasi Lahan Gambut Katingan (Proyek Katingan) adalah sebuah inisiatif
restorasi ekosistem di hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, Indonesia. Proyek ini dikelola oleh
perusahaan Indonesia, PT Rimba Makmur Utama (RMU). Pada bulan Oktober 2013, Kementerian
Kehutanan memberikan lisensi ERC kepada RMU di bagian Kabupaten Katingan dari zona proyek
mereka (108.255 hektar), yang secara efektif mengurangi setengah dari area proyek yang diusulkan,
tetapi saat ini, area mereka dua kali lebih besar daripada Singapura (157.875 hektar) (RMU, 2024).

27 ERPA adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang menyediakan pembayaran untuk jasa lingkungan, dengan
kata lain, kompensasi untuk usaha Indonesia dalam menjaga hutan tropis dan terus melakukan pengurangan emisi gas
rumah kaca ke atmosfer. Pembayaran didesain untuk membantu Indonesia dan pemangku kepentingan mencapai
keberlanjutan jangka panjang dalam mendanai pelestarian hutan. Mereka bertujuan untuk membantu mengurangi
dampak perubahan iklim dari kehilangan dan degradasi hutan dengan membuat hutan lebih berharga daripada
ditebang, dengan menawarkan negara-negara insentif berbasis hasil untuk mengurangi emisi di hutan mereka dan
sektor penggunaan lahan yang lebih luas.
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ERC lainnya adalah PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari dan PT Rimba Raya Conservation yang
mengelola 14.080 hektar di Kubu Raya, Kalimantan Barat, dan 36.935 hektar di Seruyan, Kalimantan
Tengah. Ketiga perusahaan ini telah menjual hasil penyerapan karbonnya ke pasar sukarela (Forest
Digest, 2024).

Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Dalam rangka mengimplementasikan tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam rantai
pasokan komoditas sumber daya alam berbasis lahan, USAID Sustainable Environmental
Governance Across Regions (SEGAR) berkolaborasi dengan sektor swasta untuk melindungi
keanekaragaman hayati dan memitigasi dampak lingkungan dari kegiatan penggunaan lahan. Salah
satu langkah yang diambil adalah bersama-sama mempromosikan penerapan standar dan
persyaratan lingkungan dan sosial, baik yang bersifat wajib maupun sukarela (USAID-SEGAR, 2024).

Di Kalimantan Barat, USAID SEGAR bekerja sama dengan dua entitas sektor swasta untuk
mengembangkan rantai pasokan yang berkelanjutan dan restorasi ekosistem. Di Kabupaten
Sanggau, USAID SEGAR bersama Credit Union Keling Kumang (CU KK) bekerja sama dalam
mengembangkan rantai pasok hijau dan membangun pabrik kelapa sawit berkelanjutan berbasis
koperasi. Kolaborasi ini juga melibatkan dukungan fasilitasi dari USAID SEGAR kepada CU KK untuk
mengakses dukungan teknis dan pendanaan dari berbagai lembaga untuk mencapai tujuan
tersebut. Sementara itu, di Kabupaten Ketapang, USAID SEGAR dan PT Hutan Kencana Damai (HKD)
bekerja sama dalam merencanakan dan mempersiapkan proses restorasi ekosistem dengan
mengintegrasikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam rencana bisnis di
dalam area konsesi PT HKD. Dalam kemitraan ini, USAID SEGAR memberikan dukungan teknis dalam
perencanaan dan persiapan program restorasi dan perlindungan hutan, pemberdayaan
masyarakat, dan konservasi keanekaragaman hayati (USAID-SEGAR, 2024).

Untuk menandai kesepakatan kerja sama ini, USAID SEGAR dan kedua badan usaha, CU KK dan PT
HKD, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada bulan Maret 2024 di Pontianak, Kalimantan
Barat. Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada target dan
komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip
ekonomi hijau yang inklusif yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi
Kalimantan Barat periode 2024-2026 (USAID-SEGAR, 2024).

4. 4. Keterlibatan sektor swasta dalam restorasi sistem di Kalimantan, Indonesia

Konteks kebijakan untuk pelibatan sektor swasta dalam restorasi ekosistem di Kalimantan,
Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang BRGM Pasal 15 menyatakan bahwa Pemerintah
Provinsi harus membentuk Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGMD), yang diatur
dalam Peraturan Kepala BRGM Nomor p.7/KaBRGM/2021 tentang Pedoman, Pembentukan, dan
Pelaksanaan TRGD (khusus gambut) / TRMD (khusus bakau) / TRGMD (gambut dan bakau). Setiap
provinsi prioritas di Kalimantan telah mengembangkan badan regional ini, yang terdiri dari
Pemerintah Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup), lembaga akademis, LSM lokal, sektor swasta, dan
masyarakat untuk memperkuat upaya restorasi gambut dan/atau bakau di wilayah tersebut (lihat

28


https://segar-indonesia.org/en
https://segar-indonesia.org/en

Makalah Latar Belakang | April 2024 | Dialog Lapangan tentang Restorasi Ekosistem

Tabel 5). Selain itu, BRGM juga memfasilitasi partisipasi masyarakat di tingkat desa dengan
membuat program konservasi dan restorasi gambut berbasis masyarakat (Desa Mandiri Peduli
Gambut/DMPG). Program DMPG bukan merupakan program yang berdiri sendiri, tetapi
mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan restorasi di wilayah-wilayah prioritas.

Tabel 5. Badan Restorasi Gambut dan/atau Mangrove Daerah di Kalimantan

Provinsi Badan Daerah Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Barat Gambut Mangrove (TRGMD) | Nomor 113/2022
Kalimantan Tengah Gambut (TRGD) Nomor 188/2021
Kalimantan Selatan Gambut (TRGD) Belum ditemukan
Kalimantan Utara Mangrove (TRMD) Nomor 7/2019

Kalimantan Timur Mangrove (TRMD) Nomor 33/2021

Pendekatan yurisdiksi (JA) telah muncul sebagai kerangka kerja utama untuk melibatkan sektor
swasta dalam restorasi ekosistem di Indonesia. JA melibatkan penyelarasan kebijakan pemerintah,
komitmen sektor swasta, dan partisipasi masyarakat di tingkat daerah (provinsi atau kabupaten).
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi swasta dalam
penggunaan lahan berkelanjutan dengan meningkatkan perencanaan penggunaan lahan,
memperkuat kepemilikan lahan, dan mengatasi masalah-masalah yang ada seperti perjanjian
konsesi dan konflik lahan.

Inisiatif kebijakan khusus yang mendukung keterlibatan sektor swasta dalam restorasi meliputi:

* |zin restorasi ekosistem- izin selama 60 tahun untuk merestorasi lahan terdegradasi yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada perusahaan swasta. Lisensi ini memberikan
kerangka hukum dan jangka waktu panjang untuk memungkinkan investasi sektor swasta
dalam melakukan restorasi

» Transfer fiskal ekologis- Pemerintah Indonesia telah menerapkan transfer fiskal ekologis,
yang menggunakan dana dari anggaran nasional, yang dikenal sebagai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberikan penghargaan kepada
pemerintah daerah yang telah melindungi hutan dan ekosistem lainnya.

» |nisiatif REDD+ yang memberikan pembayaran berbasis hasil kepada Pemerintah Indonesia
untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan yang juga memberikan insentif bagi
keterlibatan sektor swasta dalam melakukan restorasi.

Potensi kepentingan sektor swasta hutan dan non-hutan dalam restorasi ekosistem di Kalimantan,
Indonesia

Restorasi ekosistem di Kalimantan, Indonesia memberikan berbagai peluang bagi keterlibatan
sektor swasta, mengingat pentingnya ekologi wilayah tersebut dan meningkatnya pengakuan akan
pentingnya praktik-praktik berkelanjutan. Terdapat beberapa area potensial di mana kepentingan
sektor swasta dapat diselaraskan dengan upaya restorasi ekosistem di Kalimantan:

» Wanatanidan Pertanian Berkelanjutan: Perusahaan swasta dapat berinvestasi dalam praktik
wanatani yang mengintegrasikan pepohonan ke dalam lanskap pertanian, mempromosikan
konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Pendekatan
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ini dapat membantu memulihkan lahan yang terdegradasi sekaligus menghasilkan
pendapatan bagi masyarakat setempat melalui produksi tanaman berkelanjutan seperti
kopi, kakao, atau rempah-rempah.

* Mengatasi Jejak Karbon dan Mitigasi Perubahan lklim: Perusahaan yang tertarik untuk
mengurangi jejak karbon mereka dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dapat
berinvestasi dalam proyek konservasi hutan dan reboisasi di Kalimantan. Hal ini dapat
melibatkan inisiatif-inisiatif pendukung seperti program penghindaran deforestasi, reboisasi
di daerah yang terdegradasi, atau investasi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

» Ekowisata dan Konservasi: Investasi sektor swasta dalam inisiatif ekowisata dapat
mendorong konservasi sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Perusahaan dapat berinvestasi dalam pengembangan pondok ramah lingkungan, tur
berpemandu, dan infrastruktur pariwisata lainnya yang menyoroti keanekaragaman hayati
dan ekosistem Kalimantan yang unik, sekaligus mendukung upaya konservasi.

» Bioenergi dan Biomassa: Perusahaan dapat menjajaki peluang dalam produksi bioenergi
yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya biomassa dari ekosistem yang telah
dipulihkan di Kalimantan. Hal ini dapat melibatkan investasi dalam pembangkit listrik tenaga
biomassa, fasilitas biogas, atau produksi bahan bakar nabati, yang berkontribusi pada
pembangkit energi terbarukan dan restorasi ekosistem.

* Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Banyak perusahaan memiliki program CSR
yang berfokus pada konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat. Keterlibatan
sektor swasta dalam proyek restorasi ekosistem di Kalimantan dapat menyelaraskan dengan
tujuan-tujuan ini, dengan menyediakan pendanaan, keahlian, dan sumber daya untuk
mendukung upaya konservasi lokal dan inisiatif pembangunan berkelanjutan.

» Penelitian dan Pengembangan: Perusahaan swasta, terutama yang bergerak di sektor
farmasi, bioteknologi, dan pertanian, mungkin tertarik untuk berinvestasi dalam proyek-
proyek penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati
ekosistem Kalimantan. Hal ini dapat melibatkan kemitraan dengan lembaga penelitian lokal
atau organisasi masyarakat untuk mempelajari dan melestarikan spesies dan habitat yang
unik.

* Rantai Pasokan yang Berkelanjutan: Perusahaan yang memasok produk dari Kalimantan,
seperti minyak kelapa sawit, kayu, atau mineral, dapat berinvestasi dalam praktik rantai
pasokan yang berkelanjutan untuk mempromosikan restorasi dan konservasi ekosistem. Hal
ini dapat mencakup komitmen terhadap pengadaan tanpa deforestasi, praktik pengelolaan
lahan yang bertanggung jawab, dan mendukung skema sertifikasi yang memprioritaskan
kriteria lingkungan dan sosial.

Melibatkan sektor swasta dalam upaya restorasi ekosistem di Kalimantan membutuhkan kolaborasi
antara perusahaan, lembaga pemerintah, LSM, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan
lainnya. Kemitraan pemerintah-swasta, mekanisme insentif, dan kerangka kerja kebijakan yang
mendorong investasi dan praktik-praktik berkelanjutan dapat membantu memanfaatkan sumber
daya dan keahlian sektor swasta untuk mencapai tujuan konservasi dan pembangunan bersama di
wilayah tersebut.
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Potensi, peluang, dan hambatan keterlibatan sektor swasta dalam restorasi ekosistem di
Kalimantan, Indonesia

Peluang

Pemerintah Indonesia menawarkan potongan pajak yang signifikan bagi perusahaan yang
berinvestasi dalam merehabilitasi lahan terdegradasi di lbu Kota Baru Nusantara di
Kalimantan Timur. Hal ini memberikan insentif keuangan bagi sektor swasta untuk
berpartisipasi dalam upaya restorasi.

Perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur memiliki peluang yang signifikan untuk
mendukung restorasi ekosistem dengan memanfaatkan keahlian mereka dalam rehabilitasi,
mengalokasikan sumber daya keuangan, dan menerapkan teknologi canggih untuk praktik
pertambangan yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan masyarakat setempat, LSM, dan
lembaga pemerintah sangat penting untuk proyek restorasi inklusif yang bermanfaat bagi
ekosistem dan masyarakat.

Partisipasi sektor swasta dipandang sangat penting untuk mempercepat laju pemulihan di
wilayah ibu kota baru, yang menurut perkiraan pemerintah akan memakan waktu 88 tahun
untuk merehabilitasi sepenuhnya dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh pemerintah.
Investasi dan tenaga kerja swasta dapat membantu mempercepat proses ini.

Proyek restorasi yang dipimpin oleh sektor swasta yang berhasil seperti proyek Katingan
Mentaya di Kalimantan Tengah menunjukkan potensi sektor swasta untuk berkontribusi
terhadap perlindungan, pembasahan, dan reboisasi lahan gambut. Model-model ini dapat
direplikasi.

Green Growth Compact Kalimantan Timur telah menyatukan pemerintah provinsi, LSM,
pakar, dan perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah
hutan. Jenis kemitraan multi-pemangku kepentingan ini dapat memfasilitasi keterlibatan
sektor swasta.

Kendala

Ekspansi pertambangan batubara yang cepat di Kalimantan Timur telah mendorong
degradasi dan deforestasi hutan yang signifikan, menciptakan area luas yang membutuhkan
restorasi. Mengatasi warisan kerusakan lingkungan ini akan membutuhkan investasi yang
besar.

Menurut para ahli, penting untuk memastikan bahwa upaya restorasi sektor swasta "tepat
sasaran" dan dipantau dengan baik agar dampaknya maksimal. Kurangnya pengawasan
dapat mengancam pencapaian tujuan restorasi.

Sebagaimana disoroti oleh proyek Katingan Mentaya, memastikan partisipasi seluruh
pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat lokal, sangat penting bagi
keberhasilan proyek restorasi. Koordinasi berbagai kepentingan ini bisa menjadi tantangan
tersendiri.

Meskipun pendapatan karbon dapat membantu membiayai restorasi, waktu yang
dibutuhkan untuk merealisasikan manfaat ini mungkin lebih lama dari beberapa cakrawala
investasi sektor swasta.
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Secara ringkas, terdapat peluang yang signifikan untuk keterlibatan sektor swasta dalam
restorasi ekosistem di Kalimantan, terutama melalui insentif keuangan, pemanfaatan kewajiban
yang ada, dan adaptasi model-model yang telah berhasil. Namun, tantangan yang besar dalam
skala restorasi, kebutuhan akan pemantauan dan koordinasi yang kuat, serta sifat jangka
panjang dari beberapa manfaat restorasi, menimbulkan kendala yang perlu dikelola dengan
hati-hati.

5. 5. Pelajaran dari Studi Kasus Restorasi Ekosistem di Kalimantan dan Indonesia
Pelajaran utama yang dapat dipetik dari proyek restorasi ekosistem Katingan Mentaya di Kalimantan
Tengah adalah sebagai berikut:

Model yang berkeberlanjutan secara finansial: Proyek Katingan Mentaya bukanlah sebuah
model filantropi yang didanai oleh donor, melainkan sebuah pendekatan vyang
berkelanjutan secara finansial yang menghasilkan pendapatan dari penjualan kredit karbon
di pasar karbon sukarela. Hal ini memungkinkan peningkatan dan kelangsungan proyek ini
dalam jangka panjang.

Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat: Proyek ini memandang masyarakat lokal sebagai
mitra, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Mereka dilibatkan dalam perencanaan,
pengambilan keputusan, dan pembagian manfaat restorasi. Pendekatan kolaboratif ini
sangat penting untuk keberhasilan proyek.

Mengatasi akar penyebab degradasi: Proyek ini menerapkan pendekatan komprehensif
yang tidak hanya merestorasi lahan gambut yang terdegradasi, tetapi juga mengatasi
penyebab utama deforestasi dan drainase, seperti perkebunan kelapa sawit dan akasia yang
tidak berkelanjutan. Perspektif ekologi politik menjadi kunci dalam hal ini.

Menggabungkan perlindungan, restorasi, dan mata pencaharian yang berkelanjutan:
Proyek ini mengintegrasikan upaya untuk melindungi hutan lahan gambut yang masih utuh,
membasahi area yang telah dikeringkan, serta menerapkan wanatani dan reboisasi. Selain
itu, Proyek ini juga mendukung pengembangan masyarakat yang berkelanjutan untuk
meningkatkan mata pencaharian. Pendekatan ini sangat penting untuk kesuksesan proyek.
Memanfaatkan pendanaan karbon untuk konservasi: Dengan mengukur dan memonetisasi
emisi karbon yang terhindarkan dari deforestasi dan degradasi, proyek ini dapat
menghasilkan kredit karbon yang mendanai kegiatan konservasi. Model pendanaan karbon
ini merupakan inovasi utama dalam upaya konservasi.

Pentingnya upaya jangka panjang berskala bentang alam: Proyek ini beroperasi dalam skala
besar (157.875 hektar) dan mengadopsi perspektif jangka panjang, menyadari bahwa
restorasi ekosistem memerlukan komitmen yang berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan
pendekatan yang bersifat jangka pendek dan bertahap.

Pelajaran utama yang dapat dipetik dari upaya restorasi yang dipimpin oleh masyarakat di lahan
basah Indonesia di desa Teluk Semanting, Kalimantan Timur, adalah:

Merestorasi hutan bakau dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat
setempat. Penduduk desa di Teluk Semanting mengubah tambak udang yang tidak
produktif menjadi kawasan bakau yang dilindungi, yang menyebabkan kembalinya berbagai
spesies laut seperti kepiting, ikan, dan kerang-kerangan. Hal ini telah meningkatkan kualitas
dan nilai produk kerupuk ikan tradisional yang dibuat oleh kelompok perempuan setempat.
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Keterlibatan dan kepemilikan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan restorasi lahan
basah. Penduduk desa di Teluk Semanting mengambil keputusan berani untuk melindungi
hutan bakau, meskipun pada awalnya mereka harus kehilangan sumber ekonomi utama
mereka. Mereka bekerja sama untuk menanam bibit bakau dan membangun jembatan
untuk menghubungkan kembali masyarakat dengan ekosistem.

Restorasi lahan basah dapat memberikan manfaat bagi iklim global. Lahan basah di
Indonesia, termasuk hutan bakau dan lahan gambut, memiliki potensi penyerapan karbon
tertinggi ketiga di dunia melalui solusi iklim alami. Melestarikan hutan bakau saja dapat
mengurangi emisi sebesar 60,20 MtCO2 per tahun, sementara menghindari konversi lahan
gambut dapat mencegah 514,24 MtCO2 emisi per tahun, atau hampir 70% dari total
peluang solusi iklim alami Indonesia.

Pelajaran utama yang dapat dipetik dari proyek Restorasi Ekosistem Riau (RER) APRIL di Riau adalah
sebagai berikut:

Kolaborasi sangat penting untuk keberhasilan restorasi ekosistem. RER telah bermitra
dengan pemerintah, pakar ilmiah, dan masyarakat setempat untuk mengimplementasikan
upaya restorasi di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang. Kemitraan ini telah menjadi
kunci kemajuan proyek selama satu dekade terakhir.

Mengintegrasikan hutan produksi berkelanjutan dengan konservasi dapat menyediakan
pendanaan dan sumber daya yang diperlukan untuk restorasi jangka panjang. RER
menggunakan pendekatan "produksi-perlindungan”, di mana hutan produksi yang dikelola
secara berkelanjutan di sekitarnya mendukung aspek ilmiah dan operasional pekerjaan
restorasi.

Memulihkan ekosistem lahan gambut yang terdegradasi membutuhkan pendekatan yang
komprehensif dan multi-segi. RER berfokus pada perlindungan kawasan, penilaian
keanekaragaman hayati, pemulihan hidrologi dan vegetasi, serta pelibatan masyarakat
setempat yang disebut sebagai "Pendekatan Empat Elemen": Lindungi, Kaji, Pulihkan, dan
Kelola.

Komitmen jangka panjang dan kesabaran sangat penting untuk keberhasilan restorasi
ekosistem. RER telah beroperasi selama lebih dari satu dekade, menunjukkan perlunya
upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan di masa
lalu seperti penebangan dan drainase.

Berbagi pengetahuan dan pelajaran yang didapat dapat membantu meningkatkan upaya
restorasi ekosistem secara global. Pengalaman RER dapat menjadi model dan inspirasi bagi
proyek restorasi hutan tropis lainnya di seluruh dunia untuk mengadopsi pendekatan
kolaboratif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berkelanjutan secara finansial.

Pelajaran utama yang dapat dipetik dari upaya rehabilitasi pertambangan di Kalimantan Timur,
Indonesia, adalah:

Peraturan yang ada tidak cukup untuk mendorong perubahan yang berarti dalam
rehabilitasi tambang. Meskipun ada peningkatan peraturan daerah pada tahun 2013 yang
mewajibkan pengisian lubang tambang dan restorasi lahan, sekitar 1.735 lubang tambang
batu bara masih belum terisi di Kalimantan Timur dan kematian akibat orang yang jatuh ke
dalam lubang tambang masih terus terjadi.
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=  Mengembalikan lahan bekas tambang ke "kondisi semula" seperti yang disyaratkan oleh
undang-undang merupakan target yang tidak realistis dan tidak menggambarkan skala
degradasi yang sebenarnya yang disebabkan oleh pertambangan permukaan. Bahkan
dalam skenario terbaik sekalipun, metode rehabilitasi yang ada saat ini tidak dapat
sepenuhnya mengembalikan lahan ke kondisi sebelum penambangan.

= Kurangnya penegakan hukum dan pemantauan yang efektif memungkinkan perusahaan
tambang untuk melihat rehabilitasi sebagai "biaya yang tidak perlu" dan bukan sebagai
prioritas. Tanpa adanya konsekuensi, perusahaan yang hanya didorong oleh keuntungan
akan mengabaikan penutupan dan pembersihan tambang yang sesuai.

= § Banyaknya jumlah tambang ilegal yang ditinggalkan dan tidak terdaftar, diperkirakan lebih
dari 800 tambang di Kalimantan Selatan saja, merupakan tantangan besar yang sulit diatasi
oleh pemerintah.

= Kerusakan lingkungan akibat pertambangan, termasuk penggundulan daerah aliran sungai,
telah memperparah bencana alam seperti banjir yang mematikan, sehingga
menggarisbawahi perlunya upaya rehabilitasi yang lebih komprehensif.

6. 6. Kesimpulan

Keharusan untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya konservasi dan restorasi ekosistem,
khususnya di Kalimantan, Indonesia, muncul sebagai strategi penting untuk meningkatkan
keanekaragaman hayati dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui eksplorasi inisiatif
global dan potensi peran pelaku sektor swasta, di samping pemeriksaan terfokus pada konteks
Indonesia, makalah latar belakang ini menyoroti tantangan, peluang, dan pelajaran yang dapat
dipetik dari bentang alam yang kompleks ini.

Bentang alam global menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan restorasi ekosistem, yang
didorong oleh keharusan seperti pelestarian keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan
pengembangan bioekonomi. Komitmen dan kerangka kerja internasional, termasuk Dekade
Restorasi Ekosistem PBB dan sepuluh prinsip yang memandu upaya restorasi, menyediakan peta
jalan untuk aksi dan kolaborasi. Inti dari upaya-upaya ini adalah keterlibatan sektor swasta,
khususnya di sektor kehutanan. Melalui platform seperti The Forest Dialogue, diskusi-diskusi telah
menyoroti potensi keterlibatan sektor swasta, di samping pentingnya praktik-praktik berkelanjutan
dan mekanisme keuangan.

Menelusuri Kalimantan, Indonesia, memperlihatkan bentang alam yang kaya akan keanekaragaman
hayati, namun menghadapi ancaman yang signifikan dari perubahan tata guna lahan dan tekanan
pembangunan. Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh proyek-proyek infrastruktur, transisi
energi, dan isu-isu kepemilikan lahan, terdapat peluang bagi tata kelola yang inklusif dan kemitraan
pemerintah-swasta untuk mendorong upaya konservasi dan restorasi ekosistem ke depan.
Menelaah konteks kebijakan dan kepentingan entitas sektor swasta kehutanan dan non-kehutanan
di Kalimantan Indonesia mengungkap spektrum potensi kontribusi dan kendala. Dari inisiatif
pasokan kayu berkelanjutan hingga model restorasi ekosistem yang lebih luas, keterlibatan sektor
swasta sangat menjanjikan untuk mencapai tujuan konservasi sekaligus memenuhi tujuan ekonomi.
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Ini bukan waktunya untuk berpikir sendiri-sendiri, tetapi untuk pemecahan masalah secara
kolaboratif. Sangat penting bagi sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mempromosikan
kebaikan sosial dan mengupayakan perubahan sistemik, dan bagi sektor publik untuk memfasilitasi
insentif pasar. Sektor swasta perlu berbicara dalam bahasa perubahan sosial, dan sektor publik
perlu menciptakan insentif ekonomi untuk memanfaatkan inovasi dan keahlian sektor swasta dalam
mengatasi tantangan masyarakat. Dengan tujuan bersama, tindakan yang ditargetkan, dan dampak
yang dipantau, sudah saatnya kita bergerak melampaui dialog dan aspirasi untuk menciptakan masa
depan yang lebih inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan.

Jelaslah bahwa pendekatan multifaset diperlukan untuk mengatasi tantangan konservasi dan
restorasi ekosistem yang kompleks di Indonesia dan sekitarnya. Hal ini membutuhkan dialog yang
berkelanjutan, kemitraan yang inovatif, dan komitmen untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan,
sosial, dan ekonomi. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan inovasi
dari sektor swasta yang berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal,
diperlukan transformasi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan beraneka ragam untuk
Kalimantan, Indonesia, dan planet ini secara keseluruhan.
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8. Lampiran

Lampiran 1- Sepuluh Prinsip yang menggarisbawahi Restorasi Ekosistem

{3 D ) &

PRINCIPLE 1: PRINCIPLE 2: PRINCIPLE 3: PRINCIPLE &: PRINCIPLE 5:
Ecosystem Ecosystem Ecosystem Ecosystem
restoration restoration promotes  restorationincludesa restoration aims to
contributes to the UN  inclusive and continuum of achieve the highest
Sustainable participatory restorative activities.  level of recovery for
Development Goals governance, social biodiversity,
and the goals of the fairness and equity ecosystem health and
Rio Conventions. from the start and integrity, and human

throughout the well-being.

process and

outcomes.

®
%

PRINCIPLE 6: PRINCIPLE 7: PRINCIPLE 8: PRINCIPLE 9: PRINCIPLE 10:

Ecosystem Ecosystem Ecosystem Ecosystem Ecosystem
restoration restoration is based restoration is tailored  restoration includes restoration is enabled
incorporates all types  on well-defined to the local monitoring, by policies and
of knowledge and short-, medium- and ecological, cultural evaluation and measures that
promotes their long-term ecological,  and socioeconomic adaptive promote its long-term
exchange and cultural and contexts, while management progress, fostering
integration socioeconomic considering the larger  throughout and replication and
throughout the objectives and goals.  landscape or beyond the lifetime scaling-up.
process. seascape. of the project or

programme.

Sumber: FAO, SER dan IUCN CEM (2023)

Translasi

Prinsip 1: Restorasi ekosistem berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dan
tujuan Konvensi Rio.

Prinsip 2: Restorasi ekosistem mendorong tata kelola yang inklusif dan partisipatif, keadilan sosial,
dan kesetaraan sejak awal dan selama proses dan hasilnya.

Prinsip 3: Restorasi ekosistem mencakup serangkaian kegiatan restorasi.

Prinsip 4: Restorasi ekosistem bertujuan untuk mencapai tingkat pemulihan tertinggi untuk
keanekaragaman hayati, kesehatan dan integritas ekosistem, dan kesejahteraan manusia.

Prinsip 5: Restorasi ekosistem mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung dari degradasi
ekosistem.
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Prinsip 6: restorasi ekosistem menggabungkan semua jenis pengetahuan dan mendorong
pertukaran dan integrasi pengetahuan tersebut selama proses berlangsung.

Prinsip 7: Restorasi ekosistem didasarkan pada tujuan dan sasaran ekologi, budaya, dan sosial
ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah ditetapkan dengan baik.

Prinsip 8: Restorasi ekosistem disesuaikan dengan konteks ekologi, budaya, dan sosial ekonomi
setempat, serta mempertimbangkan bentang lahan atau bentang laut yang lebih luas.

Prinsip 9: Restorasi ekosistem mencakup pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan adaptif selama
dan setelah masa proyek atau program berlangsung.

Prinsip 10: Restorasi ekosistem dimungkinkan oleh kebijakan dan langkah-langkah yang mendorong
kemajuan jangka panjang, mendorong replikasi dan peningkatan skala.
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Lampiran 2- Kerangka kerja opsi restorasi hutan dan bentang lahan.

Forest
land

ELand

{sub-type

If the land is
without trees,
there are two

! General category of |
{FLR option {

1. Planted forests and
woodlots

Description

Planting of trees on formerly forested land.
Native species or exotics and for various pur-
poses, fuelwood, timber, building, poles, fruit

Land where forest |options: ” production, etc.
is, or is planned to Y
become the domi- ” []
nant land use
3 Suitable 2. Natural regeneration Natural regeneration of formerly forested
for wide-scale land. Often the site is highly degraded and
restoration S no longer able to fulfil its past function — e.g.
ff agriculture. If the site is heavily degraded and
ﬁg' no longer has seed sources, some planting will
‘ ‘ probably be required.
If the land 3. Silviculture Enhancement of existing forests and wood-
is degraded lands of diminished quality and stocking, e.g.,
forests: p by reducing fire and grazing and by liberation
415 thinning, enrichment planting, etc.
Sa. o
Agricultural |!f theland is 4. Agroforestry Establishment and management of trees on active
land under perma- agricultural land (under shifting agriculture), either
nent manage- through planting or regeneration, to improve crop
Land which is ment: productivity, provide dry season fodder, increase soil
being managed to fertility, enhance water retention, etc.
produce food
>Suitable [T T TTTTTTTTTTTTTomoooTmomommoomemeeees
for mosaic If it is under Establishment and management of trees on
restoration intermittent fallow agricultural land to improve productivity,
management: e.g. through fire control, extending the fallow
period, etc., with the knowledge and intention
that eventually this land will revert back to active
agriculture.
Protective |!fdegraded 6. Mangrove restoration Establishment or enhancement of mangroves
land and mangrove: along coastal areas and in estuaries.
buffers o
Land that is vulner- -
able to, or critical %
in safeguarding
against, catastrophic {--------------f----------------------- - -
events If other pro- 7. Watershed protection Establishment and enhancement of forests on

= Suitable for man-
grove restoration,
watershed protec-
tion and erosion
control

tective land or
buffer:

and erosion control

very steep sloping land, along water courses,
in areas that naturally flood and around critical
water bodies.

Sumber: [UCN dan WRI (2014), Tabel 2
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Translasi:
Sub-Jenis . ) o
Penggunaan Lahan Lahan Kategori umum opsi FLR Deskripsi
Lahan Hutan Jika lahan 1. Hutan yang ditanami
Lahan di  mana | tidak dan hutan kayu
hutan berada, atau | memiliki
direncanakan untuk | pepohonan, Penanaman pohon di lahan vyang
menjadi ada dua sebelumnya berhutan. Spesies asli atau
penggunaan lahan | pilihan: eksotis dan untuk berbagai tujuan, kayu
yang dominan bakar, kayu, bangunan, tiang, produksi
buah, dll.
e Cocok untuk
restorasi  skala
luas
2. Regenerasi Alami Regenerasi alami dari lahan yang dahulu
berhutan. Seringkali lokasi tersebut
sangat terdegradasi dan tidak lagi dapat
memenuhi fungsinya di masa lalu. -
misalnya pertanian. Jika lokasi tersebut
sangat terdegradasi dan tidak lagi
memiliki  sumber benih, beberapa
penanaman mungkin diperlukan.
) 3. Silvikultur Peningkatan hutan dan hutan vyang
Jika lahan .
tersebut sudah ada dgngan kualitas dan stok yang
adalah hutan menurun, misalnya dengan mengurang!
yang kebgkaran dan penggembalaan melalui
terdegradasi: sﬁmarangan, penanaman pengayaan,
Lahan Pertanian Jika lahan 4. Wanatani/Agroforestry | Pembentukan dan pengelolaan pohon di
Lahan yang dikelola | berada di lahan pertanian aktif (di bawah
untuk memproduksi | bawah pertanian ladang berpindah), baik
makanan. pengelolaan melalui penanaman atau regenerasi
e Cocok untuk | permanen: untuk  meningkatkan  produktivitas
restorasi tanaman, menyediakan pakan ternak di
mosaic musim kemarau, meningkatkan
kesuburan lahan, meningkatkan retensi
air, dll.
Jika  berada 5. Peningkatan atau | Meningkatkan produktivitas, misalnya
di bawah Perbaikan Sistem Bera | melalui pengendalian kebakaran,
manajemen memperpanjang masa bera, dll., dengan
yang bersifat pengetahuan dan tujuan bahwa pada
intermiten: akhirnya lahan tersebut akan kembali
menjadi lahan pertanian aktif.
Jika  hutan 6. Restorasi mangrove Pembentukan hutan bakau di sepanjang
Lahan  Pelindung | poyay wilayah pesisir dan muara sungai.
dan Penyangga terdegradasi:
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restorasi hutan
bakau,
perlindungan
daerah aliran
sungai, dan
pengendalian
erosi.

Penggunaan Lahan i:::nems Kategori umum opsi FLR Deskripsi

Lahan yang rentan | Jika lahan 7. Perlindungan daerah | Pembentukan dan peningkatan hutan di
atau penting untuk | pelindung aliran  sungai  dan | lahan dengan kemiringan yang sangat
melindungi dari | atau pengendalian erosi curam, di sepanjang aliran air, di daerah
bencana. penyangga yang secara alami mengalami banjir dan
e Cocok untuk | lainnya: di sekitar badan air yang penting.
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Lampiran 3- Tantangan dan peluang umum restorasi ekosistem global

Aspek
Pengembangan
pengetahuan
dan kapasitas

Kebijakan  dan
tata kelola

Keterlibatan
pemangku
kepentingan dan
masyarakat
setempat

Pendanaan

Besarnya
restorasi

Konservasi
ekosistem  dan
keanekaragaman
hayati
Ketahanan
terhadap
perubahan iklim

Tantangan

= Kurangnya kesadaran akan pentingnya melestarikan
daripada memulihkan ekosistem

= Kurangnya pengetahuan tentang teknik restorasi
yang efektif

= Pengetahuan masyarakat adat dan lokal sering kali
diabaikan dalam kegiatan restorasi

= Ketidaksetaraan dan kapasitas gender

= Penyelarasan yang buruk di seluruh tingkat dan
sektor pemerintahan28

= Kurangnya instrumen hukum dan kebijakan yang
mendukung?®

= Kurangnya lembaga yang menjembatani
memfasilitasi pengelolaan lanskap terpadu

= Ketidakseimbangan kekuatan dan kebutuhan di
antara para pemangku kepentingan dan masyarakat
lokal

= Kepentingan yang saling bertentangan di antara para
pemangku kepentingan dan masyarakat setempat

= Kurangnya pendekatan yang bersifat bottom-up dan
partisipatif

= Sumber pendanaan yang terbatas

= Kurangnya profil Pengembalian Investasi (ROI) yang
jelas dalam proyek restorasi

= Luasnya wilayah yang terkena dampak deforestasi
dan degradasi hutan

= Besarnya upaya restorasi membutuhkan upaya
terkoordinasi dalam skala yang belum pernah terjadi
sebelumnya3°

= Upaya restorasi di lapangan masih jauh tertinggal
dari target global

= Kompleksitas layanan ekosistem

= Hilangnya keanekaragaman hayati dan fragmentasi
habitat

= Penyebaran spesies invasif

= Perubahan iklim global memperparah degradasi
ekosistem

= Meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem
dapat mempersulit upaya restorasi

untuk

Peluang
= Berinvestasi dalam program pelatihan, lokakarya, dan

pendidikan
Mengintegrasikan
tradisional  untuk
restorasi ekosistem
Pendekatan peningkatan kapasitas yang inklusif dan
peka gender

Memajukan pendekatan tata kelola yang polisentris
Advokasi untuk kebijakan yang mendukung dan tata
kelola yang baik

Alat bantu dan panduan yang dapat diakses yang
berfokus pada aspek tata kelola

pengetahuan  ilmiah  dan
menginformasikan  kegiatan

Membangun  konsensus melalui dialog dan
kolaborasi (platform multi-pemangku kepentingan)
Keterlibatan sektor swasta

Proyek restorasi partisipatif dan berbasis masyarakat

Kemitraan publik-swasta

Mengamankan pendanaan melalui kredit karbon dan
keanekaragaman hayati

Potensi manfaat restorasi ekosistem  yang
ditingkatkan sangat besar dan selaras dengan SDGs
Restorasi Hutan dan Bentang Alam (RENTANG)
menawarkan batas-batas baru untuk regenerasi
ekosistem

Menjaga ekosistem yang sehat dan memulihkan
habitat alami untuk melindungi spesies yang
terancam punah

Langkah-langkah pengendalian spesies invasif
Ekosistem yang dipulihkan bertindak sebagai
penyerap karbon, membantu mengurangi Kkrisis
iklim3?

28 Dj Peru, perencanaan penggunaan lahan diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi perubahan penggunaan lahan diatur
oleh Kementerian Pertanian, yang bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat dan izin. Akibatnya, Kementerian Lingkungan
Hidup sering kali hanya memiliki sedikit pengaruh untuk mendukung konservasi hutan (termasuk regenerasi alami) meskipun
menjadi entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan pembayaran pencegahan deforestasi (Kowler dkk., 2016).

29 Di Thailand Utara (DAS Ing), instrumen hukum yang mendukung pengelolaan restorasi ekosistem secara partisipatif masih
kurang dan membuat masyarakat enggan untuk terlibat dan berinvestasi dalam restorasi hutan (Sapkota et al., 2021).

30 Di Kolombia, pemerintah merupakan pendorong restorasi ekosistem terbesar: menyiapkan kerangka kerja kebijakan yang
diperlukan untuk mendorong restorasi ekosistem, serta memprakarsai 64% dan mendanai 78% proyek di negara tersebut. Namun,
proyek-proyek tersebut tidak memiliki kedalaman tata kelola partisipatif serta perencanaan dan pemantauan yang memadai,
sehingga membatasi potensi keberlanjutan dan berbagi pengetahuan, yang mana keduanya diperlukan untuk peningkatan skala

(Murcia et al., 2015).

31,H utan dengan pertumbuhan kedua di Amazon berpotensi mengakumulasi total cadangan karbon di atas permukaan tanah
sebesar 0,9 juta ton C ha™1 tahun-1 melalui regenerasi alami berbiaya rendah atau regenerasi yang dibantu, yang setara dengan

total penyerapan CO sebesar 3,2 juta ton CO; ha™1 tahun-! (Chazdon dkk., 2016).
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Aspek

Manfaat sosial | =

ekonomi

Inovasi teknologi | =

Tantangan

Distribusi kepemilikan lahan dan hak atas sumber
daya yang tidak seimbang menghambat restorasi
ekosistem

Subsidi modal kepada perusahaan untuk perubahan
penggunaan lahan secara besar-besaran
menyebabkan penggusuran masyarakat lokal3?

Pertanyaan-pertanyaan etis seputar penggunaan
materi yang dimodifikasi secara genetik
Akses terbatas ke teknologi canggih

Peluang
= Memasukkan spesies yang tahan iklim ke dalam

restorasi

Mengintegrasikan restorasi ke dalam sistem sosio-
ekologi

Penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan

Menyediakan mata pencaharian alternatif melalui
restorasi (ekowisata, tanaman obat, hubungan air-
energi-pangan)

Pengurutan DNA generasi berikutnya dengan hasil
tinggi dan pemetaan gen fungsional

Memanfaatkan penginderaan jarak jauh dan GIS
untuk pemantauan

32 Dj Indonesia, instansi kehutanan sebagian besar mengendalikan hutan yang 'terdegradasi' dan seringkali menyalurkan subsidi
modal kepada perusahaan untuk perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran dan terkadang menggusur masyarakat
setempat (Barr dan Sayer, 2012). Seperti yang ditunjukkan oleh pengamatan dan wawancara kami saat ini, penggusuran warga oleh
perusahaan swasta masih terus berlangsung di tahun 2024.
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Lampiran 4- Tata kelola lahan di Indonesia

Indonesia memiliki sistem pertanahan yang majemuk dan kompleks, dengan ratusan peraturan
yang berkaitan dengan tanah. Dalam pasal 33 UUD 1945, "Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat".
Landasan hukum pertanahan adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 (1960) (Daryono,
2010). Undang-undang ini mendefinisikan jenis-jenis hak dasar untuk individu, dengan batas
maksimum kepemilikan tanah, dan peran negara. UUPA mengakui hukum tanah adat sebagai
hukum tanah agraria, meskipun tanpa menjelaskan prinsip-prinsip indigeneitas, dan dengan
ketentuan bahwa hukum tanah adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan
negara. Poin terakhir ini telah terbukti menjadi perdebatan, dan UU Pengadaan Tanah yang baru
(2012) telah dikritik karena memudahkan pemerintah untuk mengambil alih tanah (Neef, 2016).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah bergabung dengan Badan Pertanahan Nasional
(BPN), dan bersama-sama mereka mengelola semua lahan non-negara, yaitu area perumahan dan
lahan pertanian milik swasta, dan lahan negara non-hutan. Jumlahnya sekitar 30% dari seluruh
lahan di Indonesia. Sertifikat tanah dapat diterbitkan melalui BPN, meskipun tanah adat harus
dikonversi menjadi hak formal negara (Daryono, 2010).

Kawasan hutan negara diatur dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 (1999, menggantikan
Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967). Melalui undang-undang ini, hampir 70% dari
seluruh lahan ditetapkan sebagai lahan hutan negara (sebuah implementasi hak yang masih
menjadi konflik utama saat ini bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan) dan dikelola oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kawasan ini dibagi lagi menjadi kawasan
hutan konservasi, lindung, dan produksi, sementara hutan bersertifikat dikelola sebagai lahan non-
negara oleh ATR dan BPN (Sahide dan Giessen, 2015). Dengan TAP MPR No. 35 tahun 2013, tanah
adat diakui sebagai kawasan hutan yang dikuasai oleh non-negara, meskipun pengakuan formal
membutuhkan proses yang panjang dan seringkali mahal, termasuk pengakuan hukum masyarakat
adat oleh pemerintah daerah. Sementara itu, konsesi diberikan untuk perkebunan kayu,
pertambangan, dan agribisnis (Hayward, 2021).

Peristiwa penting bagi hak-hak masyarakat lokal adalah keputusan Mahkamah Konstitusi No.
35/2012 pada tahun 2012 yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak kepemilikan
mereka atas apa yang selama ini dianggap sebagai "Hutan Negara" yang dipegang oleh Pemerintah
Indonesia di bawah "kekuasaan" konstitusionalnya. Kebijakan Pemerintah Indonesia sejak saat itu
mulai bergeser secara nyata, setidaknya secara formal, dengan memasukkan langkah-langkah
untuk mengakui masyarakat adat, menyerahkan lahan hutan kepada mereka dengan sertifikat hak
milik penuh, memulai program reformasi lahan (TORA dalam Bahasa Indonesia), dan memperluas
serta mengembangkan program perhutanan sosial di mana desa-desa diberikan izin dan sewa
jangka panjang untuk menggunakan dan mengelola hutan tempat mereka tinggal dan bersandar
atas apa yang dihasilkan oleh hutan tersebut. Bersamaan dengan langkah-langkah tersebut,
Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap
(PTSL) sebagai bagian dari program Satu Peta yang dijalankan melalui MAASP. Tujuan dari program
saat ini adalah untuk memberikan sertifikat kepada 23 juta bidang tanah, termasuk sekitar empat
juta hektar lahan yang telah ditetapkan sebagai hutan dan disediakan untuk petani kecil (Tanner et
al., 2020).
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Program Perhutanan Sosial (PS) merupakan respon Pemerintah Indonesia yang jelas untuk
mengatasi dampak kemiskinan dan mata pencaharian dari alokasi lahan kepada sektor swasta
selama beberapa dekade sebelumnya. Program PS didefinisikan oleh negara sebagai 'sistem
pengelolaan hutan (baik di hutan negara maupun hutan hak) yang melibatkan masyarakat setempat
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mewujudkan kehutanan yang
berkelanjutan' (UU Kehutanan No. 19/2004). Pada tahun 2014, Pemerintahan Presiden Joko
Widodo yang baru melanjutkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap program PS yang sudah
ada dan menetapkan tujuan untuk melepaskan 12,7 juta hektar kawasan hutan negara untuk
dimanfaatkan melalui lima skema PS yang sudah ada. Hal ini semakin ditekankan ketika Direktorat
Jenderal Perhutanan Sosial dibentuk di KLHK pada tahun 2015. Reformasi lahan TORA bertujuan
untuk mendistribusikan sembilan juta hektar kepada petani kecil, termasuk 4,5 juta hektar lahan
yang dilegalkan dan 4,5 juta hektar yang diredistribusi dari konsesi hutan negara dan area
perkebunan (Tanner et al., 2020).

Perubahan progresif yang ketiga adalah pengakuan terhadap masyarakat adat dan pengalihan
kepemilikan hutan secara formal kepada mereka setelah mereka dipetakan, diberi batas dan
didaftarkan. Namun, proses ini rumit dan hampir sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah
provinsi dan kabupaten. Terdapat daftar panjang persyaratan birokrasi dan dokumen, dan proses
untuk mendapatkan peraturan daerah (Perda) yang diperlukan tunduk pada tekanan politik dan
dapat memakan waktu bertahun-tahun. Proses ini lebih mudah dilakukan di beberapa daerah di
mana para pemimpin adat aktif di pemerintahan daerah, tetapi bahkan di sini pengaruh mereka
tidak selalu bermanfaat bagi masyarakat yang mereka wakili. Meskipun demikian, dengan bantuan
OMS nasional dan lokal seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rimbawan Muda
Indonesia (RMI), dan Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa), banyak masyarakat yang telah
memulai proses untuk mendapatkan pengakuan dan memperoleh hak atas apa yang dinyatakan
oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hutan "milik mereka" (Tanner dkk., 2020).
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Tabel Al. Status program perhutanan sosial dan TORA

Target Pemerintah 2014-2019

Status Kemajuan (2018)

Pengumpulan oleh Masyarakat

Program

Perhutanan dari:

Sosial .
]

Program

Reformasi .

Agraria

(TORA) .

12.7 juta hektar yang terdiri

Skema Perhutanan
sosial yang
dialokasikan melalui
izin penggunaan
kepada Masyarakat
untuk jangka waktu
yang ditentukan.
Hutan adat diberikan
kepada Masyarakat
yang mempunyai gelar
setelah Mahkamah
Konstitusi Keputusan
Nomor 35.

9 juta hektar yang terdiri dari:

4,5 juta hektar lahan
yang dilegalisir

4,5 juta hektar lahan
yang diredistribusi (4,1
juta hektar dari hutan
negara; 0,4 juta hektar
dari Kawasan
Perkebunan).

2,5 juta hektar perhutanan
sosial meliputi:

2,48 juta hektar skema
perhutanan sosial yang
berbasis izin.

17.244 hektar hutan
adat yang dialokasikan
kepada Masyarakat
adat dengan sertifikat
hak milik.

6.324 hektar hutan
negara telah
dialokasikan menjadi
hutan adat berbasis
hak (hutan adat).
10,919 hektar hutan
non-negara telah
dialokasikan menjadi
hutan adat berbasis
hak (hutan adat).
10.627 hektar
depruntukkan bagi
hutan adat berbasis
hak (dalam proses
dialokasikan ke hutan
adat).

3,6 juta hektar lahan yang
diredistribusi dan dilegalisir,
terdiri dari:

1,2 juta hektar lahan
redistribusi (994.761
hektar dari Kawasan
hutan negara dan
270.237 hektar dari
Kawasan Perkebunan).
2,3 juta hektar lahan
yang dilegalisir

Adat dan CSOs
6.8 juta hektar wilayah adat
yang ditunjuk oleh Masyarakat
adat dan NGOs, terdiri atas:

e 6,5juta hektar
Kawasan hutan
negara.

e 247.570 hektar bukan
Kawasan hutan
negara.

e 3.195 badan air

(Periode 2014-2019)

Aset yang akan dilegalisir:
e 1,7 juta hektar
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